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ABSTRAK 
 
DENI PRASETYO (131221139), Bimbingan Pribadi Terhadap Pelaku Tindak Pidana 
Kriminal Dengan Korban Anak Di Bawah Umur Di Bapas Surakarta. Skripsi: Bimbingan 
dan Konseling Islam,Fakultas Ushuludin dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri 
Surakarta. 
Salah satu hambatan sosialisasi klien mantan narapidana adalah permasalahan yang 
berhubungan dengan kepribadian. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan 
menjelaskan tentang proses Bimbingan Pribadi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kriminal 
Dengan Korban Anak Di Bawah Umur Di Bapas Surakarta. 
 Penelitian ini merupakan penelitan kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian di Balai 
Pemasyarakatan Klas II Surakarta dengan fokus penelitian terletak pada Bimbingan 
Kepribadian klien. Peneliti memperoleh data dari penelitian lapangan melalui wawancara 
dengan narasumber, data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh 
pemahaman tentang bimbingan pribadi terhadap pelaku tindak pidana kriminal dengan 
korban anak di bawah umur di Bapas Surakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah observasi dan wawancara. Sedangkan teknik keabsahan data menggunakan triangulasi 
data. Teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pembimbingan klien di balai 
pemasyarakatan melalui bimbingan pribadi dalam membantu klien dapat terlaksana sesuai 
dengan standar bimbingan yang ada. Pelaksanaan kegiatan bimbingan pribadi di BAPAS 
dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan (PK) secara langsung dengan memberikan 
materi bimbingan yang sesuai dengan latar belakang klien. Bimbingan bagi klien muslim 
dilakukan dengan cara mengarahkan klien untuk memperbaiki ibadahnya dengan melakukan 
sholat lima waktu berjamaah, berdzikir, dan memohon ampun, serta percaya bahwa Allah 
SWT maha pengampun. Kemudian untuk klien non muslim menjalani bimbingan dengan 
pembimbing yang sepaham dengan agamanya. Dengan begitu diharapkan klien akan sadar 
bahwa perbuatan yang pernah dilakukan ternyata jauh dari ajaran agama, ketika sudah 
menjalankan ibadah dengan baik maka perilaku tentu akan berubah menjadi lebih baik. 
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ABSTRACT 
 
DENI PRASETYO (131221139), Personal Guidance of Actors Crime Criminal with Victims 
Childern Under Age in BAPAS Class IIB Surakarta. Skripsi: Majoring Guidance and 
Counseling Islam, Faculty of Ushuludin and Dakwah, The State Islamic Institute of 
Surakarta. 
One of obstacles socialization clients ex convicts is problems that associated with 
personality. This research aims to describe and explain about personality guidance’s process 
of actors’s criminal crime with victims children under age in BAPAS Class IIB Surakarta.   
This research is a qualitative research descriptive. Research’s location in Hall of 
Correctional (BAPAS) Class II Surakarta with focus research lies in Guidance Personality 
clients. The data was obtained through a literature review, source archives and documents, as 
well as the field research. The obtained data has been analyzed descriptive to gain and 
understanding of personal guidance of actors crime criminal with victims children under age 
in BAPAS Class IIB Surakarta. The methods are used in this research is observation, 
interview and documentation. While the technique of the validity of the data using 
Triangulation data. Technique data analysis with data reduction, presentation of the data and 
withdrawal conclusion. 
The conclusion that can be taken from this research is in the process personal 
guidance in Hall of Correctional (BAPAS) Class II Surakarta can be implemented in 
accordance with the planned through phases predetermined supervisor community method 
possessed by each judicial and material adapted to the background clients. Every stage of the 
guidance there will be evaluation and ratings to the clients how far the development or the 
progress of the clients to really changed. The spirit and the seriousness of clients undergo 
guidance will be able to create the changes in her / himself quickly because the personal 
guidance in Hall of Correctional (BAPAS) Class II Surakarta demanding the clients to be 
able independent to encounter the problem that clients get. The activities guidance in BAPAS 
this involves the government of the village of residence clients to supervise and monitor the 
development of clients when outside BAPAS, so what is a common goal with through 
personal guidance of actors crime criminal with victims children under age in Hall of 
Correctional (BAPAS) Class IIB Surakarta clients can be turned into a better and able to back 
socialize In the community and will never be repeated against the law. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 Kriminalitas atau tindak kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar 
hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat 
menentangnya. Kriminalitas tidak hanya terjadi karena satu faktor saja, tetapi 
ada berbagai faktor yang memicu terjadinya tindak kejahatan. Faktor 
penyebab kejahatan antara lain faktor biologis, sosiologis, faktor mental, 
faktor fisik, dan faktor-faktor pribadi (Kartono, 1999 : 122). 
 Yang termasuk dalam faktor sosiologis biasanya berkaitan dengan 
faktor-faktor ekonomi, seperti sistem ekonomi, populasi atau kepadatan 
penduduk, perubahan dan kenaikan harga pasar, krisis moneter, kurangnya 
lapangan kerja dan pengangguran. Sedangkan faktor-faktor mental terkait 
dengan agama, bacaan sehari-hari, tontonan, dan tuntunan moral yang 
didapatkan seseorang di lingkungan tempat tinggalnya. Sementara faktor-
faktor fisik umumnya berkaitan dengan keadaan iklim dan lain-lain. Selain 
itu, kejahatan juga dapat muncul karena faktor-faktor pribadi seperti usia, ras, 
kewarganegaraan, pengaruh alkohol, pergaulan, dan pengaruh perang atau 
kondisi keamanan di suatu tempat. 
 Pelaku tindak kejahatan biasanya mendapat ganjaran berupa denda atau 
pidana kurungan atau bentuk hukuman lain yang telah diatur dalam undang-
undang. Salah satu upaya agar para pelaku tindak kejahatan dapat 
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berperilaku baik dan dapat kembali diterima oleh masyarakat adalah melalui pembinaan 
dalam Balai Pemasyarakatan atau BAPAS. Dalam konteks ini, BAPAS merupakan ujung 
tombak dari pemasyarakatan, yang berfungsi pada proses peradilan sejak tahap pra-
adjudikasi, adjudikasi dan post-adjudikasi. Sebagai ujung tombak, sudah seharusnya 
fungsi BAPAS saat sekarang ini perlu disertai dengan penegasan implementasi didalam 
Sistem Pemasyarakatan maupun Sistem Peradilan Pidana. Sehingga BAPAS dapat 
mengontrol dan memberikan masukan kepada hakim pengadilan dalam mengambil 
keputusan. 
 Balai Pemasyarakatan adalah lembaga yang membimbing klien berdasarkan tugas, 
fungsi dan wewenang yang dimilikinya. Salah satu fungsi dari BAPAS adalah 
memberikan bimbingan dan konseling kepada klien agar mampu memperbaiki 
kepribadiannya sehingga siap hidup kembali dalam masyarakat dan tidak mengulangi 
tindak kriminal yang pernah dilakukan sebelumnya. 
 BAPAS bertugas memberikan bimbingan dan konseling pada para penghuni 
BAPAS yang menjadi klien mereka sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. 
Bimbingan dan konseling merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari 
sistem pendidikan dan pembinaan mental-spiritual manusia. Pendidikan sesungguhnya 
merupakan produk dari kebudayaan manusia, dan menjadi bagian dari kebudayaan itu 
sendiri. Dalam perkembangan selanjutnya, pendidikan yang semula menjadi bagian dari 
kebudayaan, kemudian berfungsi sebagai salah satu pusat pengembangan kebudayaan. 
Dalam konteks ini, pendidikan dapat dimaknai sebagai upaya memanusiakan siswa 
dalam mencapai optimalisasi dan aktualisasi potensi yang dimilikinya. Untuk itu, 
berbagai cara perlu ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut, seperti stimulasi, 
bimbingan, dan konseling (Dahlan, 2009: 2). 
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 Salah satu cara yang ditempuh untuk perbaikan dan pengembangan-diri klien di 
BAPAS Surakarta adalah dengan konseling. Konseling merupakan serangkaian kegiatan 
paling pokok dari bimbingan dalam usaha membantu konseli/klien secara tatap muka 
langsung dengan tujuan agar klien dapat mengambil tanggung jawab sendiri terhadap 
bebagai persoalan atau masalah khusus sehingga masalah yang dihadapi oleh klien dapat 
teratasi semuanya (Winkel, 2005: 34).  Konseling antara lain berfungsi sebagai upaya 
pemahaman akan diri dan lingkungannya. Konseling membantu konseli agar memiliki 
pehamanan terhadap dirinya dan lingkungannya (Fenti Hikmawati, 2010: 16). 
Berdasarkan pemahaman ini, konseling diharapkan mampu mengembangkan potensi diri 
secara optimal, mengenali diri (peran sebagai makhluk), dan menyesuaikan dirinya 
dengan lingkungan secara dinamis dan konstruktif. 
 Yang menarik untuk dikaji dan diteliti lebih dalam adalah penerapan bimbingan 
pribadi di BAPAS Surakarta dalam menangani pelaku tindak pidana kriminal dengan 
korban anak di bawah umur. Proses bimbingan pribadi dimulai dari klien masuk di 
BAPAS dengan registrasi, kemudian di serahkan ke pembimbing klien (PK), PK 
merencanakan kegiatan bimbingan dari tahap awal hingga selesai, PK memberikan 
penjelasan pada klien mengenai aturan dan kewajiban klien semasa bimbingan. Proses 
bimbingan pribadi yang dilakukan di BAPAS Surakarta dimulai dari konselor 
memberikan pengarahan kepada klien supaya menyadari bahwa apa yang telah 
dilakukannya adalah sebuah kesalahan, dengan kata lain klien dituntut untuk menyesali 
perbuatannya karena telah melakukan tindak pidana kriminal yang merugikan diri sendiri 
dan orang lain. Setelah klien menyadari kesalahannya, klien diharuskan mampu 
memperbaiki diri dengan cara kembali mendekatkan diri kepada Tuhan, keluarga, 
masyarakat, dan kehidupannya. Ketika klien mampu menjalankan arahan dari konselor, 
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tugas klien selanjutnya yaitu harus berbuat baik dan berjanji tidak akan pernah 
mengulangi tindakan yang melanggar hukum.  
 Kegiatan bimbingan pribadi yang dilakukan di BAPAS tujuan utamanya adalah 
klien kembali menjadi orang yang baik dan tidak akan terlibat dalam kegiatan yang dapat 
merugikan diri sendiri maupun orang lain atau kegiatan yang melanggar 
hukum.Kewajiban klien di waktu bimbingan yaitu aktif absen di BAPAS setiap bulan 
sekali, tidak melakukan kegiatan yang melanggar hukum, berperan aktif dalam 
masyarakat, tidak boleh keluar kota dalam jangka waktu tertentu semasa bimbingan. Jika 
klien mampu mentaati peraturan di BAPAS dan benar-benar tertib menjalani bimbingan 
maka klien mendapatkan reward atau apresiasi dari konselor berupa pengurangan waktu 
absensi di BAPAS yang harusnya 1 bulan menjadi 2 bulan sekali. Tetapi sebaliknya, jika 
klien melanggar aturan atau melakukan kegiatan yang melanggar hukum maka diberikan 
sanksi atau punishment berupa pencabutan hak pembebasan bersyarat (PB) dan 
dimasukkan kembali ke sel untuk menjalani sisa pidananya (Wawancara, 7 November 
2017). Pelaku kejahatan dengan korban anak bawah umur tidak dapat diperlakukan sama 
dengan pelaku kejahatan yang lain. Pemerintah Indonesia membuat berbagai instrument 
hukum dengan tujuan memberikan jaminan perlindungan terhadap anak ketika mereka 
berhadapan dengan hukum dan harus menjalani proses peradilan sehingga pelaku 
kejahatan terhadap anak harus memahami apa hak dan kewajiban anak-anak agar pelaku 
tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat merugikan orang lain setelah mendapat 
bimbingan di BAPAS.  
 Islam merupakan sumber utama dalam membentuk pribadi seorang muslim yang 
baik. Dengan berlandaskan Al-Qur’an dan As-Sunnah, Islam mengarahkan dan 
membimbing manusia ke jalan yang diridhoi-Nya dengan membentuk kepribadian yang 
berakhlak karimah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, dalam salah satu hadistnya :  
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“Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia”  (HR. 
Bukhori dan Malik). 
 
 
 Nabi diutus oleh Allah untuk membimbing dan mengarahkan manusia kearah 
kebaikan yang hakiki dan juga sebagai figur konselor yang mampu dalam memecahkan 
berbagai permasalahan yang berkaitan dengan jiwa manusia agar manusia terhindar dari 
segala sifat yang negatif. Oleh karena itu, manusia harus saling memberikan bimbingan 
sesuai dengan kemampuannya, sekaligus memberikan konseling agar tetap sabar dan 
tawakal dalam menghadapi masalah yang dihadapi dalam kehidupan ini. Dengan 
pendekatan Islami, maka pelaksanaan konseling akan mengarahkan kita kearah yang 
lebih baik dan juga dapat membimbing dan mengarahkan hati, akal dan nafsu untuk 
menuju pribadi yang berakhlak karimah yang dilandasi dengan nilai-nilai Islam. 
Sesuai dengan perintah Allah kepada orang-orang yang beriman, daalam surat Al-Ashr 
ayat 1-3 yang berbunyi : 
 
 
         ١ 
                         ٢ 
                                                                         ٣ 
 
“Demi masa[1] Sungguh, manusia berada dalam kerugian[2] kecuali orang-orang 
yang beriman dan mengerjakan amal saleh serta saling menasihati untuk 
kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran.”[3]. (Al-Ashr: 1-3) 
 
Pendekatan Islami dapat dikaitkan dengan aspek-aspek psikologis dalam 
pelaksanaan bimbingan yang meliputi pribadi, sikap, kecerdasan, perasaan, dan 
seterusnya yang berkaitan dengan klien dan konselor yang terintegrasi dalam sistem 
qalbu, akal, dan nafsu manusia yang menimbulkan tingkah laku. Bagi pribadi muslim 
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yang berpijak pada pondasi tauhid pastilah seorang pekerja keras, namun nilai bekerja 
baginya adalah untuk melaksanakan tugas suci yaitu ibadah. 
Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu : (1) Perlindungan 
anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan 
dalam bidang hukum keperdataan. (2) perlindungan anak yang sifatnya non-yuridis, 
meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan. Pasal 
1 Angka 2 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa 
“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan 
hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal 
sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 
kekerasan dan diskriminasi.” 
 Bimbingan pribadi yang diterapkan untuk pelaku kriminal dengan korban anak di 
bawah umur di BAPAS Surakarta dimaksudkan untuk memberikan pemahaman diri 
terhadap kejahatan yang dilakukan. Anak merupakan bagian dari generasi muda yang 
memiliki peranan strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus, selain itu anak merupakan 
titipan dari Tuhan yang diberikan kepada orang tua untuk dididik dan dilindungi sebagai 
penerus bangsa. Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial sejak 
dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta 
mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara 
(Abdussalam 2007: 1). 
 Bimbingan pribadi adalah bimbingan yang dilakukan untuk membantu konseli atau 
klien dalam memahami keadaan dirinya baik fisik maupun psikis, memahami akan 
makna diri sebagai makhluk Tuhan serta pemahaman akan segala kelebihan dan potensi 
diri yang dimiliki demi tercapainya kualitas hidup yang lebih baik (Winkel dan Sri 
Hastuti, 2006 : 118-119). 
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 Dalam konteks penelitian ini, bimbingan pribadi diterapkan untuk memahami 
perilaku klien di BAPAS Surakarta, khususnya klien tindak kriminal dengan korban anak 
di bawah umur. Dengan memahami keadaan fisik maupun psikis klien kemudian 
dibuatlah upaya-upaya untuk memahami akan makna diri sebagai makhluk Tuhan serta 
pemahaman akan segala kelebihan dan potensi diri yang dimiliki, sehingga klien di 
BAPAS Surakarta mampu mengubah perilakunya ke arah yang lebih baik dan dapat 
mengatasi persoalan-persoalan hidupnya dengan cara yang baik, tidak lagi terjebak pada 
tindak kriminal seperti yang mereka lakukan sebelumnya. 
 Alasan peneliti melakukan penelitian di BAPAS Surakarta karena BAPAS 
merupakan salah satu instansi yang menerapkan bimbingan pribadi terhadap klien 
narapidana bebas bersyarat di wilayah Karisidenan Surakarta dengan para pembimbing 
yang profesional dibidang bimbingan dan konseling. Upaya ini sejalan dan selaras 
dengan bidang kajian peneliti yang mengambil spesifikasi pada bimbingan dan 
konseling. Dengan demikian, maka hasil yang diperoleh nantinya dapat dijadikan 
sebagai bahan rujukan dan pengembangan pengetahuan mengenai pemberian bimbingan 
pribadi bagi pelaku tindak kriminal dengan korban anak di bawah umur. 
 
B.  Identifikasi Masalah 
 Dari uraian latar belakang tersebut di atas, maka masalah dapat diidentifikasikan 
sebagai berikut:  
1. Kurangnya perhatian dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban anak-anak dapat 
menjadikan orang dewasa melakukan tindak kriminal yang merugikan diri sendiri 
dan orang lain khususnya anak sebagai korban kejahatan. 
2. Kurangnya penyadaran terhadap pelaku kejahatan dengan korban anak di bawah 
umur dapat menyebabkan bertambahnya korban-korban selanjutnya. 
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3. Dalam praktiknya, bimbingan pribadi yang diberikan pihak BAPAS tidak selalu 
berjalan sesuai dengan harapan, masih terdapat beberapa kendala dan faktor 
penghambat sehingga bimbingan tidak berfungsi secara maksimal. 
4. Upaya dilakukan petugas dalam memberikan bimbingan agar klien dapat berubah 
menjadi lebih baik, namun masih banyak klien yang belum mengikuti bimbingan 
dengan serius. 
5. Banyak mantan narapidana setelah bebas sulit untuk menyesuaikan diri di 
lingkungan masyarakat karena hilangnya kepercayaan masyarakat pada mereka 
sebagai mantan narapidana. 
 
C. Pembatasan Masalah 
 Berdasarkan identifikasi masalah-masalah tersebut di atas, maka penelitian ini 
difokuskan pada penerapan bimbingan pribadi untuk menangani pelaku tindak pidana 
kriminal dengan korban di bawah umur. 
 
D. Rumusan Masalah 
 Dari latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini 
adalah “bagaimana proses bimbingan pribadi di BAPAS Surakarta dalam menangani 
pelaku tindak pidana kriminal dengan korban anak di bawah umur”? 
 
E. Tujuan Masalah 
 Sesuai dengan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan 
dan menjelaskan proses bimbingan pribadi di BAPAS Surakarta dalam menangani 
pelaku tindak pidana kriminal dengan korban anak di bawah umur. 
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F. Manfaat Masalah  
 Sebuah penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang jelas, baik manfaat 
secara teoretis maupun manfaat praktis. Berdasarkan tujuan penelitian yang telah 
dirumuskan di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 
sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Untuk menambah wawasan dalam wacanan ilmu pengetahuan di bidang 
bimbingan dan konseling. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan kegiatan penelitian 
selanjutnya dengan tema yang sama, tetapi dengan perspektif yang berbeda. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan 
pengetahuan, terutama dalam bimbingan dan konseling. 
b. Bagi petugas, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi konselor dalam 
membentuk karakter dan perilaku yang baik pada klien. 
c. Bagi masyarakat dan orang tua, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi 
peringatan untuk memperhatikan anak-anak supaya tidak ada lagi tindak kejahatan 
dengan korban anak di bawah umur. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Kajian Teori 
1. Bimbingan  
 a. Pengertian Bimbingan 
Terdapat beragam pengertian bimbingan yang dikemukakan 
para ahli. Diantaranya adalah pengertian bimbingan yang 
dikemukakan oleh Abu Ahmadi (1991: 1) bahwa bimbingan adalah 
bantuan yang diberikan kepada individu (klien) agar dengan potensi 
yang dimiliki  mampu mengembangkan diri secara optimal dengan 
jalan memahami diri, memahami lingkungan, mengatasi hambatan 
guna menentukan rencana masa depan yang lebih baik. Pengertian 
bimbingan yang dikemukakan Abu Ahmadi menunjukkan bahwa 
dengan adanya layanan bimbingan, klien diharapkan 
mengembangkan dirinya dan mampu memahami diri dan 
lingkungan sekitarnya, untuk mencapai masa depan yang lebih baik. 
Hal yang senada juga dikemukan Prayitno dan Erman Amti (2004: 
99) mengenai pengertian bimbingan. “Bimbingan adalah proses 
pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada 
seseorang atau beberapa orang inidividu, baik anak-anak, remaja 
atau orang dewasa agar orang yang dibimbing dapat 
mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan 
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memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat 
dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku”. Pengertian bimbingan 
yang dikemukakan Prayitno dan Erman Amti menunjukkan bahwa bimbingan 
merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada 
kelompok atau individu dari usia anak-anak sampai dewasa agar orang yang 
dibimbing dapat mengembangklan dirinya sesuai dengan potensi yang dimiliki 
oleh dirinya sendiri sesuai dengan norma-norma yang berlaku. 
Menurut Rochman Natawidjaja (Syamsu Yusuf dan A.Juntika Nurihsan, 
2006: 6) bahwa bimbingan dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian 
bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan supaya 
individu tersebut dapat memahami dirinya sendiri, sehingga dia sanggup 
mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar, sesuai dengan tuntutan 
dan keadaan lingkungan, keluarga, masyarakat dan kehidupan pada umumnya. 
Pendapat Rochman Natawidjaja ini mengemukakan bahwa dengan adanya 
layanan bimbingan, individu dalam memecahkan masalah yang dihadapinya, 
agar tercapai kemampuan untuk memahami dirinya, kemampuan untuk 
menerima dirinya, kemampuan untuk mengarahkan dirinya sesuai dengan 
potensi atau kemampuannya dalam mencapai penyesuaian diri dengan 
lingkungannya, baik keluarga, maupun masyarakat. Dengan membandingkan 
pengertian tentang bimbingan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat 
disimpulkan bahwa bimbingan merupakan proses bantuan yang diberikan oleh 
seorang ahli secara terus  menerus kepada individu ataupun kelompok, untuk 
menghindari atau mengatasi permasalahan dengan berbagai potensi yang 
dimiliki, sehingga dapat mencapai perkembangan yang optimal dan 
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merencanakan masa depan yang lebih baik, serta dapat melakukan penyesuaian 
diri terhadap lingkungannya. 
 
b. Fungsi Bimbingan 
Bimbingan menurut Yusuf dan Nurihsan (2005: 16-17) memiliki fungsi 
sebagai berikut : 
1. Pemahaman, yaitu membantu klien supaya memiliki  pemahaman 
terhadap dirinya (potensi) dan lingkungannya  (pendidikan, pekerjaan, 
dan norma agama). Berdasarkan  pemahaman ini diharapkan klien mampu 
mengembangkan  potensi dirinya secara optimal, dan mampu 
menyesuaikan  dirinya dengan lingkungan secara dinamis dan 
konstruktif. 
2. Preventif, yaitu usaha konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai 
masalah yang timbul dan berupaya untuk mencegahnya, supaya tidak 
dialami oleh klien. Melalui fungsi ini diharapkan klien mampu 
menghindari diri dari perbuatan atau kegiatan yang membahayakan 
dirinya. 
3. Pengembangan, yaitu konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan 
lingkungan belajar yang kondusif, yang memfasilitasi perkembangan klien. 
Konselor bersama-sama dengan personil membantu klien dalam mencapai 
tugas-tugas perkembangan yang harus dilaluinya dengan cara 
melaksanakan dan merumuskan program bimbingan secara sistematis dan 
berkesinambungan. 
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4. Perbaikan (kuratif), yaitu konselor memberikan bantuan kepada klien yang 
telah mengalami masalah, baik menyangkut aspek sosial, pribadi, maupun 
karier. 
5. Penyaluran, yaitu konselor memberikan bantuan kepada klien dalam 
memilih kegiatan dan memantapkan penguasaan karier atau jabatan yang 
sesuai denga minat, bakat, kehalian serta ciri-ciri kepribadian lainnya. 
6. Penyesuaian, yaitu konselor membantu klien agar dapat menyesuaikan diri 
secara dinamis dan konstruktif terhadap lingkungan, peraturan dan norma 
agama. 
Seorang konselor dalam melaksanakan bimbingan harus mampu 
menjalankan perannya dalam berbagai fungsi. Pemberian bantuan kepada 
individu tidak hanya dilakukan pada saat muncul masalah, melainkan lebih 
pada pencegahan sebelum masalah terjadi. Dengan demikian diharapkan klien 
mampu memelihara dan mengembangkan berbagai potensi yang ada dalam 
dirinya secara efektif dan optimal. 
 
c. Tujuan Bimbingan 
Bimbingan menurut Yusuf dan Nurihsan (2005: 16-17) memiliki tujuan 
sebagai berikut : 
1) Merencakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karier serta 
kehidupannya pada masa yang akan datang. 
2) Mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya 
semaksimal mungkin. 
3) Menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, masyarakat serta 
lingkungan kerja. 
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4) Mengatasi hambatan serta kesulitan yang dihadapi dalam kehidupan, 
penyesuaian dengan lingkungan, masyarakat ataupun lingkungan kerja. 
Upaya bimbingan dan konseling diselenggarakan melalui pengembangan 
potensi individu secara optimal, dengan memanfaatkan berbagai cara dan 
sarana, berdasarkan pada norma-norma yang berlaku dan mengikuti kaidah-
kaidah professional. 
 
 
 
2. Bimbingan Pribadi 
a. Pengertian Bimbingan Pribadi 
Terdapat beragam pengertian bimbingan pribadi yang dikemukakan oleh 
para ahli, diantaranya adalah pendapat Abu Ahmadi (1991: 109) sebagai berikut 
: “Bimbingan pribadi adalah seperangkat usaha bantuan kepada klien agar dapat 
menghadapi sendiri masalah-masalah pribadi yang dialaminya, mengadakan 
penyesuaian pribadi, dan kegiatan rekreatif yang bernilai guna, serta berdaya 
upaya sendiri dalam memecahkan masalah-masalah pribadi, rekreasi dan sosial 
yang dialaminya. Inti dari pengertian bimbingan pribadi yang dikemukan oleh 
Abu Ahmadi adalah bimbingan pribadi yang diberikan kepada individu, agar 
mampu menghadapi dan memecahkan permasalahan pribadi secara mandiri. 
Hal ini sejalan dengan pengertian bimbingan pribadi, yang dikemukakan oleh 
Dewa Ketut Sukardi (1993: 11) yang mengungkapkan bahwa bimbingan 
pribadi merupakan usaha bimbingan, dalam menghadapi dan memecahkan 
maslaah pribadi, seperti penyesuaian diri, menghadapi konflik dan pergaulan. 
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Syamsu Yusuf dan A.Juntika Nurihsan (2006: 11) mengungkapkan bahwa: 
“Bimbingan pribadi adalah bimbingan untuk membantu para individu dalam 
memecahkan masalah-masalah pribadi. Yang tergolong dalam masalah-masalah 
pribadi adalah masalah hubungan dengan orang lain, permasalahan sifat dan 
kemampuan diri, penyesuaian diri dengan lingkungan masyarakat tempat 
mereka tinggal dan penyelesaian konflik. Inti dari pendapat Syamsu Yusuf dan 
A.Juntika Nurihsan di atas, bimbingan pribadi adalah suatu proses bimbingan 
bagi individu-individu dalam memecahkan masalah-masalah pribadi, seperti 
masalah hubungan dengan sesama individu, permasalahan perbedan sifat, 
kemampuan serta penyesuaian diri baik dalam lingkungan yang baru maupun 
dalam masyarakat sekitar serta penyelesaian konflik. Dari beberapa pengertian 
di atas, dapat disimpulkan bahwa bimbingan pribadi merupakan suatu 
bimbingan yang diberikan oleh seorang ahli kepada individu atau kelompok, 
dalam membantu individu untuk menghadapi dan memecahkan masalah-
masalah pribadi, seperti penyesuaian diri, menghadapi konflik dan pergaulan. 
 
b. Tujuan bimbingan pribadi 
Nurihsan (2005: 9) menyatakan bahwa tujuan bimbingan pada akhirnya 
membantu individu dalam mencapai: a) kebahagian hidup pribadi sebagai 
makhluk Tuhan; b) kehidupan yang produktif dan efektif dalam masyarakat; c) 
hidup bersama dengan individu-individu lain; dan d) harmoni antara cita-cita 
dengan kemampuan yang dimiliki. Dengan demikian, bimbingan pribadi yang 
dapat dikembangkan dalam program layanan bimbingan dan konseling adalah 
bimbingan untuk memfasilitasi klien dalam mengarahkan pemantapan 
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kepribadian serta mengembangkan kemampuan dalam mengatasi masalah-
masalah pribadi dan sosial klien. 
Syamsu Yusuf dan Juntika Nurihsan (2005: 14) merumuskan beberapa 
tujuan bimbingan dan konseling yang terkait dengan aspek pribadi sebagai 
berikut: 
1) Memiliki komitmen yang kuat dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan 
dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, baik dalam kehidupan 
pribadi, keluarga, pergaulan dengan teman sebaya, sekolah, tempat kerja, 
maupun masyarakat pada umumnya. 
2) Memiliki sikap toleransi terhadap umat beragama lain, dengan saling 
menghormati dan memelihara hak dan kewajibannya masing-masing. 
3) Memiliki pemahaman tentang irama kehidupan yang bersifat fluktuatif 
antara yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, serta mampu 
meresponnya secara positif sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya.  
4) Memiliki pemahaman dan penerimaan diri secara objektif dan konstruktif, 
baik yang terkait dengan keunggulan maupun kelemahan, baik fisik 
maupun psikis. 
5) Memiliki sifat positif atau respek terhadap diri sendiri dan orang lain. 
6) Memiliki kemampuan melakukan pilihan secara sehat. 
7) Bersikap respek terhadap orang lain, menghormati atau menghargai orang    
lain, tidak melecehkan martabat atau harga dirinya. 
8) Memiliki rasa tanggung jawab yang diwujudkan dalam bentuk komitmen, 
terhadap tugas dan kewajibannya. 
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9) Memiliki kemampuan berinteraksi sosial (human relationship), yang 
diwujudkan dalam bentuk persahabatan, persaudaraan atau silaturahmi 
dengan sesama manusia. 
10) Memiliki kemampuan dalam menyelesaikan konflik (masalah) baik 
bersifat internal (dalam diri sendiri) maupun orang lain. 
11)  Memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara efektif. 
 
c. Fungsi Bimbingan Pribadi  
   Bimbingan pribadi tidak hanya sebatas pada pemberian bantuan 
kepada individu untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan 
pribadi, akan tetapi dalam bimbingan pribadi terdapat banyak fungsi di 
dalamnya. Syamsu Yusuf dan Juntika Nurihsan (2005: 14) merumuskan 
beberapa fungsi bimbingan dan konseling yang terkait dengan aspek pribadi 
sebagai berikut: 
1) Berubah menuju pertumbuhan. Pada bimbingan pribadi, konselor secara 
berkesinambungan memfasilitasi individu agar mampu menjadi agen 
perubahan bagi dirinya dan lingkungannya. Konselor juga berusaha 
membantu individu sedemikian rupa sehingga individu mampu 
menggunakan segala sumber daya yang dimilikinya untuk berubah. 
2) Pemahaman diri secara penuh dan utuh. Individu memahami kelemahan 
dan kekuatan yang ada dalam dirinya, serta kesempatan dan tantangan 
yang ada diluar dirinya. Pada dasarnya melalui bimbingan pribadi 
diharapkan individu mampu mencapai tingkat kedewasaan dan kepribadian 
yang utuh dan penuh seperti yang diharapkan, sehingga individu tidak 
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memiliki kepribadian yang terpecah lagi dan mampu mengintegrasi diri 
dalam segala aspek kehidupan secara utuh, selaras, serasi dan seimbang. 
3) Belajar berkomunikasi yang lebih sehat. Bimbingan pribadi sosial dapat 
berfungsi sebagai media pelatihan bagi individu untuk berkomunikasi 
secara lebih sehat dengan lingkungannya. 
4) Berlatih tingkah laku baru yang lebih sehat. Bimbingan pribadi digunakan 
sebagai media untuk menciptakan dan berlatih perilaku baru yang lebih 
sehat. 
5) Belajar untuk mengungkapkan diri secara penuh dan utuh. Melalui 
bimbingan pribadi diharapkan individu dapat dengan spontan, kreatif, dan 
efektif dalam mengungkapkan perasaan, keinginan, dan inspirasinya. 
6) Individu mampu bertahan. Melalui bimbingan pribadi-sosial diharapkan 
individu dapat bertahan dengan keadaan masa kini, dapat menerima 
keadaan dengan lapang dada, dan mengatur kembali kehidupannya dengan 
kondisi yang baru. 
7) Menghilangkan gejala-gejala yang disfungsional. Konselor membantu 
individu dalam menghilangkan atau menyembuhkan gejala yang 
menggangu sebagai akibat dari krisis. 
 
3. Pelaku Tindak Pidana Kriminal 
 a. Pengertian Kriminal 
Kriminalitas atau tindak kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar 
hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat 
menentangnya. Kriminalitas merupakan segala macam bentuk tindakan dan 
perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar 
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hukum yang berlaku dalam negara Indonesia serta norma-norma sosial dan 
agama. Dapat diartikan bahwa, tindak kriminalitas adalah segala sesuatu 
perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga 
masyarakat menentangnya (Kartono, 1999: 122). 
Pelaku tindak pidana kriminal adalah orang yang melakukan  Pelaku 
adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti 
orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang 
diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak 
dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif 
maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk 
melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena 
gerakkan oleh pihak ketiga (Nawawi Arif, 1984: 37).  
 
 b. Jenis Pelaku Tindak Pidana 
Melihat batasan dan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa orang yang 
dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam 
beberapa macam antara lain :  
a. Orang yang melakukan (dader plagen) Orang ini bertindak sendiri untuk 
mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.  
b. Orang yang menyuruh melakukan (doen plagen)  
Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang 
menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku 
utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain 
yang hanya merupakan alat saja.  
c. Orang yang turut melakukan (mede plagen)  
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Turut melakukan artinya di sini ialah melakukan bersama-sama. Dalam 
tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang 
melakukan (dader plagen) dan orang yang turut melakukan (mede plagen). 
 
  Definisi dan pengertian di atas sejalan dengan definisi pelaku tindak pidana 
kriminal sebagaimana diatur dalam KUHP. Pelaku tindak pidana dalam hal ini 
telah disebutkan siapa yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, 
sebagaimana dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, yaitu: Ayat (1) ke.1. 
Mereka yang melakukan, menyuruh dan yang turut serta melakukan perbuatan. 
ke.2. Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan 
menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan ancaman atau 
penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana menganjurkan orang lain 
supaya melakukan perbuatan. Ayat (2) terhadap penganjur, hanya perbuatan 
yang sengaja dianjurkan sejalan yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. 
Secara kriminologi yang berbasis sosiologis, tindak kriminalitas 
merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat (dengan kata 
lain terdapat korban) dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi 
sosial dari masyarakat. Reaksi sosial tersebut dapat berupa reaksi formal, reaksi 
informal, dan reaksi non-formal. 
Pengertian kejahatan sebagai unsur dalam pengertian kriminalitas, secara 
sosiologis mempunyai dua unsur-unsur yaitu: 1) Kejahatan itu ialah perbuatan 
yang merugikan secara ekonomis dan merugikan secara psikologis. 2) Melukai 
perasaan susila dari suatu segerombolan manusia, di mana orang-orang itu 
berhak melahirkan celaan. Ada banyak bentuk dan ragam tindak kejahatan, baik 
yang umum maupun yang khusus. Yang umum biasanya berbentuk pencurian, 
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perampokan, penganiayaan, pelecehan, penipuan, pencopetan, korupsi, dan 
perbuatan-perbuatan lain yang merugikan diri dan orang lain. Kejahatan khusus 
misalnya dalam bentuk pornografi maupun kejahatan yang berbasis teknologi 
informasi yang membutuhkan penananganan khusus. 
Menurut Paul Mudikno Moeliono, sebab-musabab terjadinya tindak pidana 
kriminal atau kejahatan dapat digolongkan menjadi empat (Dirdjosisworo, 
2005: 87-113) yaitu : 
1) Golongan “salahmu sendiri”. Golongan salahmu sendiri adalah golongan 
yang berpendapat bahwa kejahatan adalah ekspresi atau pernyataan dari 
kemauan jahat yang terdapat pada diri si pelaku kejahatan. Menurut 
golongan ini, kejahatan muncul dari kemauan si pelaku kejahatan sendiri. 
Konsekuensinya, jika kamu melakukan kejahatan, itu merupakan salahmu 
sendiri. Masyarakat dan pihak lain sama sekali lepas dari tanggung jawab 
atas timbulnya kejahatan-kejahatan dalam masyarakat yang dilakukan oleh 
sebagian anggotanya.  
2) Golongan “tiada orang salah”. Golongan ini menyebutkan bahwa kejahatan 
merupakan ekspresi manusia yang dilakukan tanpa ekspresi. Golongan ini 
merupakan perlawanan terhadap golongan salahmu sendiri, sebab golongan 
tiada orang yang salah berpendapat bahwa ornag tidak dapat dipersalahkan 
dan tidak dapat dipidana. Golongan tiada orang salah membebaskan diri 
dari pertanggungjawaban atas kesalahan dan kejahatan yang dilakukannya. 
3) Golongan “salah lingkungan”. Menurut golongan ini bukan bakat dan 
kemauan yang menyebabkan munculnya kejahatan, tetapi lingkungan. 
Semua perbuatan dikembalikan kepada faktor lingkungan, termasuk sebab-
musabab munculnya kejahatan adalah karena pengaruh lingkungan.  
  
  
 
24 
4) Golongan kombinasi. Golongan ini berpendapat bahwa munculnya 
kejahatan karena faktor kombinasi dari berbagai hal yang disebutkan di 
atas, baik karena faktor kemauan pribadi, lingkungan, maupun karena 
faktor-faktor lain yang memicu munculnya tindak kejahatan.  
 
Secara psikologis, kejahatan juga dapat muncul karena perilaku sadar 
pelaku kejahatan atau karena pengaruh stress akibat beban hidup yang makin 
berat dan tak tertanggungkan. Artinya, tidak ada faktor tunggal yang 
memunculkan tindak kejahatan, ada beragam faktor baik faktor ekonomi, sosial, 
politik, psikologis, dan juga faktor pribadi dan lingkungan. 
Dari uraian-uraian di atas, dapat dijelaskan secara sederhana bahwa 
kriminalitas adalah perbuatan atau tingkah laku yang melanggar hukum, selain 
merugikan penderita atau korban juga sangat merugikan masyarakat yaitu 
berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban. Perbuatan atau 
tingkah laku melanggar hukum yang dilakukan orang dewasa terhadap anak di 
bawah umur akan memiliki dampak psikologis yang negatif baik terhadap anak 
sebagai korban maupun pelakunya. Karenanya, jenis perbuatan ini 
membutuhkan penanganan khusus melalui konseling. 
 
c. Kriminal Dalam Perspektif Islam 
Islam menganggap bahwa kejahatan adalah perbuatan- perbuatan tercela 
(al-qabih). Adapun yang dimaksud dengan tercela (al-qabih) adalah perbuatan-
perbuatan yang Allah cela. Itu sebabnya, suatu perbuatan tidak dianggap jahat, 
kecuali jika ditetapkan oleh syara‟ bahwa perbuatan tersebut tercela. Ketika 
syara‟ telah menetapkan bahwa perbuatan itu tercela, maka sudah pasti 
  
  
 
25 
perbuatan tersebut disebut kejahatan, tanpa melihat lagi apakah tingkat dan 
jenis kejahatan tersebut besar ataupun kecil. Syara‟ telah menetapkan perbuatan 
tercela sebagai dosa (dzunub) yang harus dikenai sanksi. Jadi, dosa itu 
substansinya adalah kejahatan. 
Kejahatan sendiri bukan berasal dari fitrah manusia. Kejahatan bukan pula 
semacam “profesi” yang diusahakan oleh manusia. Kejahatan bukan juga 
„penyakit‟ yang menimpa manusia. Kejahatan (jarimah) adalah tindakan 
melanggar aturan yang mengatur perbuatan-perbuatan manusia dalam 
hubungannya dengan Rabbnya, dengan dirinya sendiri, dan hubungannya 
dengan manusia lain. Allah SWT. telah menciptakan manusia lengkap dengan 
potensi kehidupannya, yaitu meliputi naluri-naluri dan kebutuhan jasmani. 
Naluri-naluri dan kebutuhan jasmani adalah potensi hidup manusia yang 
mampu mendorong manusia untuk melakukan pemenuhan terhadap potensi 
hidupnya. Manusia yang mengerjakan suatu perbuatan yang muncul dari 
potensi hidup tadi, adalah dalam rangka mendapatkan pemenuhan terhadap 
potensi hidupnya. 
Meskipun demikian, membiarkan pemenuhan itu tanpa aturan, akan 
mengantarkan pada kekacauan dan kegoncangan. Juga akan mengantarkan pada 
pemenuhan naluri ataupun kebutuhan jasmani yang salah, atau pemenuhan yang 
tercela. Oleh karena itu, ketika Allah SWT. mengatur perbuatan-perbuatan 
manusia, Allah juga telah mengatur pemenuhan terhadap naluri-naluri dan 
kebutuhan jasmani. Jadi, pemenuhan potensi yang dimiliki manusia harus diatur 
dan sesuai dengan hukum. Syari‟at Islam telah menjelaskan kepada manusia, 
hukum atas setiap peristiwa yang terjadi. Itu sebabnya Allah SWT. 
mensyari‟atkan halal dan haram. Syara‟ mengandung perintah dan larangan-
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Nya, dan Allah SWT. meminta manusia untuk berbuat sesuai dengan apa yang 
diperintahkan Allah SWT. dan menjauhi apa yang dilarang-Nya. Jika 
menyalahi hal tersebut, maka manusia telah melakukan perbuatan tercela, yakni 
melakukan kejahatan. Oleh karena itu, orang-orang yang berdosa harus dikenai 
sanksi (‘iqab). Dengan demikian, manusia dituntut untuk mengerjakan apa yang 
diperintahkan Allah dan menjauhi larangan-Nya. 
Perintah dan larangan tersebut tidak akan berarti sama sekali jika tidak ada 
sanksi bagi orang yang melanggarnya. Syari‟at Islam menjelaskan bahwa bagi 
pelanggar akan dikenai sanksi di akhirat dan di dunia. Allah SWT. akan 
memberi sanksi di akhirat bagi pelanggar, dan Allah juga akan mengazabnya 
kelak di hari kiamat. Firman Allah SWT.: 
  ةآَم َّرََشل َهيِغبَّطِلل َِّنإَو   دَبهِمْلا َسِْئَبف َبَهوَْىلَْصي َمََّىهَج 
“Beginilah (keadaan mereka). Sesungguhnya bagi orang-orang yang durhaka 
benar-benar (disediakan) tempat kembali yang buruk, (yaitu) neraka Jahannam, 
yang mereka masuk ke dalamnya; maka amat buruklah Jahannam itu sebagai 
tempat tinggal” (Q.S Shâd : 55-56). 
 
 
 
4. Anak di Bawah Umur 
Pengertian anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 256), ialah 
“keturunan yang kedua yang berarti dari seorang pria dan seorang wanita yang 
melahirkan keturunannya, yang di mana keturunan tersebut secara biologis berasal 
dari sel telur laki-laki yang kemudian berkembang biak di dalam rahim wanita 
berupa suatu kandungan dan kemudian wanita tersebut pada waktunya nanti 
melahirkan keturunannya”. 
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Peraturan perundang-undangan di Indonesia memang tidak seragam dalam 
menentukan bagaimanakah dapat dikatakan sebagai anak, akan tetapi dalam setiap 
perbedaan pemahaman tersebut, tergantung situasi dan kondisi dalam pandangan 
yang mana yang akan dipersoalkan nantinya. Namun, penelitian ini memilih 
membatasi pengertian anak di bawah umur sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak, yaitu, “seseorang yang belum berusia 18 tahun” karena 
sejalan dengan UU 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Definisi ini juga relevan 
dengan tempat dan latar belakang penelitian yang mengambil tempat di BAPAS dan 
pelaku kejahatan dengan korban anak di bawah umur sebagai subyek penelitiannya. 
 
5. Balai Pemasyarakatan 
Balai pemasyarakatan identik dengan sistem pemenjaraan bagi pelaku 
kriminalitas, tetapi lambat laun mengalami proses perubahan sesuai dengan 
tuntutan kebutuhan masyarakat akan perlakuan yang lebih manusiawi. Sistem 
Pemenjaraan dalam sejarahnya dikenal sebagai reaksi masyarakat sebagai 
adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelanggar hukum. Oleh 
karena, itu pidana penjara juga disebut sebagai pidana hilangnya kemerdekaan. 
Dalam hal ini sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam 
dan penjeraan, terpidana diperlakukan sebagai objek semata yang dirampas 
kemerdekaannya, tenaga mereka seringkali dipergunakan untuk kegiatan-
kegiatan fisik. Ini menjadikan sistem kepenjaraan jauh dari nilai-nilai 
kemanusiaan dan hak asasi manusia. 
Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran 
baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekadar penjeraan tetapi juga 
merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan 
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Pemasyarakatan. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 
sistem pembinaan bagi narapidana dan anak pidana telah berubah secara 
mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. 
Begitu pula institusinya yang semula disebut Rumah Penjara dan Rumah 
Pendidikan Negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan 
surat instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 
17 Juni 1964. 
Gagasan tentang perubahan tujuan pembinaan narapidana dari sistem 
kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan dikemukakan oleh Sahardjo. Menurut 
Sahardjo (1999: 54) tujuan pemasyarakatan mempunyai arti: 
“Bahwa tidak saja masyarakat diayomi terhadap perbuatan jahat oleh 
terpidana melainkan juga orang yang tersesat diayomi dengan 
memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna 
dalam masyarakat. Dari pengayoman itu nyata bahwa penjatuhan 
pidana bukanlah tindakan balas dendam oleh negara... Tobat tidak 
dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan. 
Terpidana juga tidak dijatuhi pada penyiksaan melainkan pada 
hilangnya kemerdekaan seseorang dan yang pada waktunya akan 
mengembalikan orang itu kepada masyarakat, yang mempunyai 
kewajiban terhadap orang terpidana itu dan masyarakat itu.” 
Sistem pemenjaraan bertentangan dengan falsafah Pancasila dan hak asasi 
manusia, dengan demikian dengan diaturnya Sistem Pemasyarakatan dalam 
Undang-undang No. 12 Tahun 1995 diharapkan merupakan perbaikan atas 
sistem sebelumnya. Dalam sistem kepenjaraan narapidana hanyalah merupakan 
orang yang bersalah dan patut dihukum seberat-beratnya tanpa melihat 
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pengaruh ke depan dan memperhatikan dari kelanjutan narapidana setelah 
melalui hukuman tersebut. Pada saat itu penjara hanyalah bertugas mengawasi 
narapidana agar tidak melakukan keributan dan atau melarikan diri, penjara 
tidak memberikan bimbingan atau pembinaan terhadap narapidana. Tugas dan 
kewajiban dari narapidana untuk melakukan perkerjaan itu pun hanyalah 
sebuah kegiatan untuk mengisi luang waktu didalam penjara. 
Pengertian Pemasyarakatan menurut Pasal 1 Undang-undang No.12 Tahun 
1995 tentang Pemasyarakatan ditegaskan bahwa Pemasyarakatan ialah kegiatan 
untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan 
sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari 
sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sistem Pemasyarakatan 
menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 adalah: 
“Suatu tatanan mengenai arahan dan batasan serta cara pembinaan 
warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang 
dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan 
masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan 
pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak 
mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh 
lingkungan masyarakat, dan aktif berperan dalam pembangunan dan 
dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan 
bertanggung jawab”. 
Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasakan asas : 
1) Pengayoman 
2) Persamaan perlakuan dan pelayanan 
3) Pendidikan 
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4) Pembimbingan 
5) Penghormatan harkat dan martabat manusia 
6) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan 
7) Terjaminnya hak untuk tetap berhubunngan dengan keluarga dan orang-orang 
tertentu 
Sistem pemasyarakatan merupakan model pembinaan yang humanis, tetap 
menghargai seorang narapidana secara manusiawi, bukan semata-mata dengan 
melakukan tindakan balas dendam dari negara. 
 Hukuman hilangnya kemerdekaan sudah cukup sebagai sebuah 
penderitaan tersendiri dengan demikian tidak perlu ditambah dengan 
penyiksaan serta hukuman fisik lainnya yang bertentangan dengan hak asasi 
manusia. Sehingga pemasyarakatan dalam kehadiranya diharapakan dapat 
mengayomi tata prilaku terhadap pelanggar hukum, yang berdasakran nilai-nilai 
Pancasila. 
Berdasakan Pasal 1 Angka 4 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan menyatakan bahwa Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya 
disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien 
Pemasyarakatan. Selanjutnya termuat dalam Pasal 34 Undang-undang Nomor 3 
Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tugas pokok Pembimbing 
Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan sebagai berikut : 
1) Membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim 
dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak 
dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan. 
2) Membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal yang berdasar 
putusan hakim dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda 
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diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja atau anak yang 
memperoleh pembebasan bersyarat dari lembaga pemasyarakatan. 
Tugas dan fungsi BAPAS dalam hal ini, lebih kepada mendampingi dan 
membantu sistem peradilan pidana anak. Sehingga diharapkan dapat 
memperlancar dan memberi masukan pada hakim anak yang mengadili perkara 
anak dengan melihat hasil dari kerja BAPAS khususnya Pembimbing 
Kemasyarakatan dalam membuat hasil penelitian kemasyarakatan. 
 
B. Hasil Penelitian yang Relevan 
Sebelum penelitian ini dilakukan, ada beberapa penelitian sejenis yang relevan 
dengan penelitian ini, meskipun memiliki perbedaan dengan penelitian ini. 
Penelitian pertama dilakukan oleh Kadek Pigura Wiladantika dkk berjudul 
“Penerapan Bimbingan pribadi dengan Teknik Modelling untuk Meminimalisir Perilaku 
Agresif Siswa Kelas XI Bahasa SMA Negeri 2 Singaraja” yang dimuat dalam e-journal, 
Undiksa (Universitas Pendidikan Ganesha) Jurusan Bimbingan Konseling, Volume: 2 
No 1, Tahun 2014. Dalam penelitian ini Wiladantika menggunakan Bimbingan pribadi 
untuk mengurangi perilaku agresif siswa dengan penggunakan teknik modelling atau 
pemberian contoh dan teladan perilaku yang baik. Dengan pemberian contoh ini, siswa 
yang semua agresif cenderung lebih tenang dan dapat meneladani tindakan-tindakan 
positif yang dicontohkan. 
Penelitian selanjutnya dilakukan Indra Pramono, berjudul Peran Balai 
Pemasyarakatan dalam Melaksanakan Bimbingan terhadap Klien Anak Pemasyarakatan 
(Studi BAPAS Semarang),  yang merupakan skripsi di Fakultas Hukum Universitas 
Negeri Semarang tahun 2011. Penelitian ini menjelaskan peranan BAPAS dalam 
memberikan bimbingan kepada klien anak yang ada di BAPAS Semarang agar menjadi 
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pribadi yang lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan serta tindak kejahatan 
yang pernah dilakukannya. Bimbingan diberikan agar anak mampu memahami dirinya, 
beradaptasi dengan lingkungan, dan memiliki bekal yang cukup untuk kembali hidup 
dalam masyarakat dengan kondisi yang lebih baik. 
Penelitian ketiga yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang 
dilakukan Sri Rossiana, berjudul Perlindungan Hukum bagi Anak di Bawah Umur yang 
Melakukan Tindak Pidana Pencurian yang merupakan skripsi di Universitas 
Muhammadiyah Surakarta tahun 2012. Dalam penelitian ini Rossiana menjelaskan 
bahwa anak yang melakukan tindak pidana harus diperlakukan secara manusiawi, 
didampingi, disediakan sarana dan prasarana khusus, sanksi yang diberikan kepada anak 
sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak, hubungan keluarga tetap dipertahankan 
artinya anak yang berhadapan dengan hukum kalau bisa tidak ditahan atau dipenjarakan 
kalaupun dipenjarakan atau ditahan, maka harus dimasukkan dalam ruang tahanan 
khusus anak dan tidak bersama orang dewasa. 
Untuk menjamin perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum 
ditetapkan sebagai kelompok anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Dalam 
pemeriksaan dipersidangan hakim, penuntut umum, penyidik atau petugas lainnya tidak 
memakai baju toga atau pakaian Dinas, sidang tertutup, dan dengan hakim tunggal. 
Peran hakim dalam hal memeriksa dan memutus perkara anak dengan putusan seadil-
adilnya, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan keadaan rumah tangga orang 
tuanya dan keadaan lingkungan dari anak yang bersangkutan dengan tujuan agar anak 
dapat menyongsong masa depannya dengan sebaik-baiknya. 
Penelitian sebelumnya memiliki kesamaan dalam penggunaan bimbingan pribadi 
untuk mengatasi persoalan anak. Namun, terdapat perbedaan pada subyek yang diberi 
bimbingan pribadi. Dalam penelitian sebelumnya subyek yang mendapatkan bimbingan 
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pribadi adalah siswa Kelas XI Jurusan Bahasa di SMA Negeri 2 Singaraja Bali 
sedangkan pada penelitian ini subyek yang mendapat bimbingan adalah pelaku tindak 
pidana kriminal. Perbedaan selanjutnya yaitu dalam hal lokasi, fokus pembahasan, dan 
teknik yang digunakan dalam penelitian sebelumnya yaitu teknik modelling 
(keteladanan). Penelitian ini menjelaskan proses pemberian bimbingan pribadi untuk 
para pelaku kejahatan dengan korban anak di bawah umur yang berada di BAPAS 
Surakarta, teknik yang digunakan meliputi teknik modelling (keteladanan) dan 
conditioning (pembiasaan perilaku yang baik). 
 
C. Kerangka Berfikir 
Pelaku kejahatan yang menjadikan anak di bawah umur sebagai korbannya 
membutuhkan penanganan khusus yang berbeda dengan pelaku tindak kriminal pada 
umumnya. Kejahatan terhadap anak-anak di bawah umur umumnya berkaitan dengan 
faktor psikologis orangtua yang tidak dapat memahami dirinya, tidak memahami suasana 
psikologis anak dan ada konflik yang menyebabkan pelaku tidak mampu melaksanakan 
kewajiban terhadap anak-anak di bawah umur. Karenanya, pelaku kejahatan dengan 
korban anak di bawah umur membutuhkan pendampingan, bimbingan, dan konseling 
yang akan menjadikan mereka mampu memahami dirinya, mampu mengatasi persoalan-
persoalan yang dihadapinya, dan memiliki bekal yang baik untuk hidup dalam 
masyarakat secara lebih bermartabat. Selain harus menjalani proses hukum sesuai 
dengan undang-undang yang berlaku, pelaku tindak kriminal juga harus memperoleh 
bimbingan dan konseling serta perlindungan hak-haknya sebagai warga negara.  
Kerangka berpikir yang menjelaskan proses penelitian ini terkait dengan pemberian 
bimbingan pribadi bagi pelaku tindak kriminal dengan korban anak di bawah umur di 
BAPAS Surakarta dapat dijelaskan melalui tabel berikut ini: 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Pendekatan Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Desain penelitian yang 
digunakan adalah studi kasus dengan objek penelitian berupa layanan 
bimbingan dan konseling, terutama bimbingan pribadi untuk pelaku tindak 
kriminal dengan korban anak di bawah umur yang ada di BAPAS Surakarta. 
Studi kasus bertujuan mengkaji kondisi, kegiatan, perkembangan, faktor-
faktor yang penting yang menunjang kondisi yang diteliti (Rubiyanto, 2011: 
44). Dengan studi kasus, penelitian ini berusaha mengkaji kondisi dan situasi 
terkait dengan layanan bimbingan dan konseling, terutama bimbingan pribadi 
untuk pelaku tindak kriminal dengan korban anak di bawah umur yang ada di 
BAPAS Surakarta, kegiatan apa saja yang dilakukan, bagaimana 
perkembangan perilaku konseli/klien serta faktor-faktor apa saja yang 
menjadi penunjang dilaksanakannya layanan bimbingan pribadi untuk pelaku 
tindak kriminal dengan korban anak di bawah umur yang ada di BAPAS 
Surakarta. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kualitatif deskriptif study kasus karena objek penelitian memiliki kriteria-
kriteria sebagaimana dijelaskan Moleong (2015: 8-13) sebagai berikut: (1) 
Latar alamiah; (2) Manusia sebagai alat (instrumen); (3) Menggunakan 
metode kualitatif; (4) Analisis data secara induktif; (5) Teori 
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 dari dasar (grounded theory); (6) Deskriptif; (7) Lebih mementingkan proses daripada 
hasil; (8) Adanya batas yang ditentukan oleh fokus; (9) Adanya kriteria khusus untuk 
keabsahan data; (10) Desain yang bersifat sementara; dan (11) Hasil penelitian 
dirundingkan dan disepakati bersama. 
  Yang dimaksud dengan latar alamiah adalah peneliti berperan sebagai pengamat di 
lapangan tanpa berusaha intervensi atau campur tangan terhadap subyek penelitian. Dalam 
konteks penelitian ini, peneliti berperan sebagai pengamat atas proses bimbingan pribadi 
di BAPAS Surakarta terhadap pelaku tindak kriminal dengan korban anak di bawah umur 
dan sejauh mana proses tersebut dapat memengaruhi perilaku klien sehingga menunjukkan 
sikap-sikap yang lebih positif dan siap kembali ke masyarakat. Peneliti juga mengamati 
langsung faktor-faktor yang mendukung dan menghambat layanan bimbingan pribadi dan 
berusaha memberi saran/masukan sesuai dengan bidang keilmuwan yang peneliti miliki 
dalam ranah bimbingan dan konseling. 
 
B. Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di BAPAS Klas II Surakarta yang berada di Jl. RM. Said 
N0. 259, Manahan, Surakarta, Jawa Tengah. Waktu penelitian ini direncanakan 
berlangsung antara bulan desember hingga februari 2018. 
 
C. Kehadiran Peneliti 
Pelayanan bimbingan dan konseling dan pemberian bimbingan pribadi merupakan 
penelitian yang melibatkan interaksi secara intensif antar-manusia dalam situasi dan 
kondisi tertentu. Penelitian kualitatif meyakini bahwa hanya manusia yang mampu 
menanggapi dan menilai makna dari berbagai interaksi (Sutopo, 2006: 44). Berdasarkan 
hal tersebut, maka kehadiran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai pengamat. 
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Artinya, peneliti melakukan pengamatan secara aktif dalam proses bimbingan pribadi 
sehingga peneliti memahami betul apa yang terjadi di lapangan secara konkret. 
 
D. Data dan Sumber Data 
Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data kualitatif hasil wawancara 
dengan informan, pengamatan lapangan maupun studi dokumentasi. Data-data tersebut 
sebisa mungkin didapatkan langsung dari sumber primer, yaitu, data yang berasal dari 
lingkungan BAPAS Surakarta Namun, tetap diperlukan data-data sekunder sebagai 
penunjang dan penguat data primer yang diperoleh di lapangan. 
Karenanya, sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer, yaitu 
sumber data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan serta 
pengamatan lapangan dan sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh 
secara tidak langsung melalui studi dokumentasi. 
Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, hasil 
wawancara dan hasil pengamatan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen 
atau data dalam bentuk yang lain (Djamal, 2015: 63-64). Sumber data yang digunakan 
dalam penelitian ini meliputi: a) dokumen BAPAS, b) catatan lapangan, c) perilaku dan 
tindakan konseli/klien, d) ucapan dan kata-kata konseli/klien; serta dokumen BAPAS 
Surakarta.  
Narasumber dalam penelitian ini adalah konselor yang memberi bimbingan pribadi 
kepada klien secara langsung. Secara garis besar sumber data yang diambil dalam 
penelitian ini meliputi sumber dari pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas bimbingan 
dan konseling, serta praktik bimbingan pribadi di BAPAS Surakarta. Data pendukung 
lain yang digunakan untuk menunjang data primer dalam penelitian adalah data statistik, 
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laporan, dokumentasi, dan kepustakaan berkaitan dengan BAPAS Surakarta dan hal-hal 
lain yang relevan dengan penelitian ini. 
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan jenis purposive 
sampling yaitu pengambilan sampel keputusan (judgment sampling). Judgment sampling 
adalah pengambilan sampel berdasarkan penilaian (judgment) peneliti mengenai siapa 
saja yang dianggap pantas (memenuhi persyaratan) untuk dijadikan sampel. 
 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi 
partisipan dan wawancara secara mendalam. Teknik observasi atau pengamatan 
digunakan untuk mengamati secara langsung (observasi partisipatif) subyek penelitian, 
terutama pelayanan dan pemberian bimbingan pribadi pada pelaku tindak kriminal 
dengan korban anak di bawah umur yang ada di BAPAS Surakarta. Hasil observasi 
sekaligus untuk mengonfirmasikan data yang telah terkumpul melalui wawancara 
dengan kenyataan yang sebenarnya. Observasi ini digunakan untuk mengamati secara 
langsung tentang perilaku, wacana dan tindakan yang relevan dengan pelayanan 
bimbingan dan konseling, terutama bimbingan pribadi pada pelaku tindak kriminal 
dengan korban anak di bawah umur yang ada di BAPAS Surakarta. 
Wawancara dilakukan dalam dua bentuk, yaitu wawancara terstruktur yang 
dilakukan dengan mengacu pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan 
permasalahan yang akan diteliti. Sedang wawancara tak terstruktur dilakukan apabila 
adanya jawaban berkembang di luar pertanyaan-pertanyaan terstruktur namun tidak 
terlepas dari permasalahan penelitian (Nasution, 2006: 72). 
Dalam penelitian ini wawancara digunakan untuk mengadakan komunikasi dengan 
pihak-pihak terkait atau subjek penelitian, yaitu, konselor dan pembimbing di BAPAS 
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Surakarta dalam rangka memperoleh penjelasan atau informasi tentang praktik dan 
layanan bimbingan pribadi di BAPAS Surakarta. Teknik dokumentasi dilakukan untuk 
mengumpulkan data yang berada di BAPAS Surakarta yang ada hubungannya dan 
memiliki relevansi dengan penelitian ini. Melalui teknik dokumentasi, peneliti 
mengumpulkan data-data tentang layanan bimbingan dan konseling, praktik bimbingan 
pribadi, faktor pendukung dan penghambatnya di BAPAS Surakarta. 
 
 
 
F. Keabsahan Data 
Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi data. 
Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data 
itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang diperoleh 
melalui wawancara, untuk mencari atau memperoleh standar kepercayaan data yang 
diperoleh dengan membandingkan data dan mengecek ulang derajat kepercayaan suatu 
informasi yang telah diperoleh melalui observasi dengan informasi yang diperoleh 
melalui wawancara. Setelah mengadakan wawancara dan observasi, peneliti mengadakan 
penelitian kembali, mencocokkan data yang diberikan oleh informan satu dengan 
informan lainnya. Peneliti meminta kembali penjelasan, atau informasi baru dari 
informan yang sama dan pertanyaan yang sama tetapi dengan waktu dan situasi yang 
berbeda (Sugiyono, 2011: 273). 
 
G. Analisis Data 
Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini lebih banyak bersifat kualitatif. Hasil 
analisis data kualitatif dikonsultasikan dengan makna kualitatif yang mencerminkan 
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struktur dasar terhadap jawaban masalah penelitian, yaitu, bagaimana pemberian layanan 
bimbingan dan konseling, terutama bimbingan pribadi terhadap pelaku tindak kriminal 
dengan korban anak di bawah umur yang ada di BAPAS Surakarta. 
Menurut Moleong (2015: 103), data yang telah dikumpulkan harus dianalisis. Proses 
analisis setidaknya terdiri dari upaya mengatur, mengurutkan, mengelompokkan dan 
memberikan suatu kode tertentu dan mengategorikan data-data yang telah diperoleh 
dalam penelitian. Pengelolaan data ini bertujuan untuk menemukan tema dan hipotesis 
kerja yang akhirnya dapat diangkat menjadi teori substantif. Dalam melakukan analisis 
terhadap data penelitian ini, peneliti mengikuti analisis data yang dilakukan melalui tiga 
tahap, yaitu: reduksi data, paparan data, dan penyimpulan. Masing-masing tahap dapat 
dijelaskan sebagai berikut: 
1. Reduksi data adalah proses penyederhanaan data hasil penelitian yang dilakukan 
melalui proses seleksi, pengelompokkan data sesuai dengan tujuan penelitian dan 
pengabstraksian data mentah menjadi informasi yang bermakna. 
2. Paparan data adalah proses penampilan atau penyajian data secara lebih sederhana 
dalam bentuk tabel untuk diinterpretasikan dalam bentuk naratif atau uraian. 
3. Penyimpulan adalah proses pengambilan intisari dari keseluruhan paparan atau 
penyajian data yang telah dideskripsikan untuk dirumuskan dalam bentuk kalimat 
yang singkat dan padat sebagai jawaban terhadap tujuan penelitian. 
Dengan ketiga tahap analisis data seperti di atas, diharapkan data yang terkumpul dapat 
memberi jawaban atas masalah penelitian setelah melalui proses reduksi, paparan, dan 
penyimpulan. Dengan ketiga langkah ini penulis dapat menjelaskan hasil penelitian dalam 
bentuk yang mudah dibaca dan dipahami oleh pihak lain. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
 
A. Deskripsi Lokasi Penelitian 
1. Sejarah Balai Pemasyarakatan 
 Balai pemasyarakatan pada awalnya identik dengan sistem 
pemenjaraan bagi pelaku kriminalitas, tetapi lambat laun mengalami 
proses perubahan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat akan 
perlakuan yang lebih manusiawi. Sistem Pemenjaraan dalam sejarahnya 
dikenal sebagai reaksi masyarakat sebagai adanya tindak pidana yang 
dilakukan oleh seorang pelanggar hukum. Oleh karena, itu pidana penjara 
juga disebut sebagai pidana hilangnya kemerdekaan. Dalam hal ini sistem 
pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan, 
terpidana diperlakukan sebagai objek semata yang dirampas 
kemerdekaannya, tenaga mereka seringkali dipergunakan untuk kegiatan-
kegiatan fisik. Ini menjadikan sistem kepenjaraan jauh dari nilai-nilai 
kemanusiaan dan hak asasi manusia. 
Sejarah berdirinya Balai Pemasyarakatn (BAPAS) dimulai pada 
masa Pemerintahan Hindia Belanda yaitu dengan berdirinya Jawatan 
Reclassering (Lembaga atau departemen kemanusiaan yang bersifat 
profesional) yang didirikan pada tahun 1927 dan berada pada kantor pusat 
jawatan kepenjaraan. Jawatan ini didirikan untuk mengatasi permasalahan 
anak-anak/pemuda Belanda dan Indonesia yang melakukan pembinaan 
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khusus. Kegiatan Jawatan Reclassering ini adalah memberikan 
bimbingan dan konseling lanjutan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan 
(WBP), memberikan bimbingan dan konseling bagi WBP anak dan 
dewasa yang mendapatkan pembebasan bersyarat (PB), cuti bersyarat 
(CB), cuti menjelang bebas (CMB), serta pembinaan anak yang diputus 
untuk dikembalikan kepada orang tuanya, sekarang disebut sebagai 
diversi. Petugas Reclassering disebut ambtenaar de Reclassering. Institusi 
ini hanya berjalan selama 5 tahun dan selanjutnya dihentikan karena krisis 
ekonomi akibat terjadinya Perang Dunia I. 
Setelah Indonesia merdeka pada 17 agustus 1945, institusi ini 
dirasa perlu untuk di hidupkan kembali. Kemudian dikenal dengan  
Dewan Pertimbangan Pemasyarakatan (DPP) yang menjadi Tim 
Pengamat Pemasyarakatan (TPP) yang berada dibawah naungan Menteri 
Kehakiman. Presidium Kabinet Ampera tanggal 3 Nopember 1966 Nomor 
: HY.75/U/11/66 tentang Struktur Organisasi dan Tugas-tugas 
Departemen, maka mengilhami pembentukan Direktorat Bimbingan 
Sosial dan Pengentasan Anak (Direktorat BISPA) di bawah Direktorat 
Jenderal Bina Tuna Warga, dan semenjak itu ada dua direktorat yaitu 
Direktorat Pemasyarakatan dan Direktorat BISPA. BISPA dibentuk 
dengan surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No.Y.S.I/VI/1970, 
kemudian berdasarkan surat Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga 
No.4.1/X/1943 tangal 14 Mei 1994 di dirikan  kantor BISPA untuk 
masing-masing daerah yang mencapai 44 kantor BISPA. 
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Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia 
Nomor : M.02-PR.07.03 tahun 1987, tanggal 2 Mei 1987 dibentuklah 
Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan 
Pengentasan Anak atau Balai BISPA. Selanjutnya berdasarkan Keputusan 
Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PR.07.04.03 
tahun 1997, tanggal 12 Februari 1997 tentang nomenklatur (perubahan 
nama) yang awalnya Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan 
anak (BISPA) berubah menjadi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) hingga 
kini. 
Balai Pemasyarakatan (BAPAS) merupakan salah satu Unit 
Pelaksana Teknis (UPT) di jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Rebuplik Indonesia, selain 
Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan Lembaga Pemasyarakatan 
(LAPAS). Tugas dan fungsi Bapas dilaksanakan berdasarkan Undang-
undang Nomor : 12 tahun 1995 tentang Pemayarakatan.  
Kantor Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Surakarta terletak 
di Jl. RM. Said No. 259 Surakarta. Bapas merupakan pranata untuk 
melakanakan bimbingan klien pemasyarakatan di Kementerian Hukum 
dan Hak Asasi Manusia yang berada di Kantor Wilayah Jawa Tengah 
yaitu Semarang yang beralamatkan di Jl. Dr. Cipto No.64 Semarang 
50126 Jawa Tengah. Area tugas Bapas Surakarta meliputi se Karisidenan 
Surakarta yaitu : Solo, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, 
Sragen, dan Klaten (Sobosuka Wonosraten). Bapas Surakarta memiliki 
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tiga pos, yaitu pos Wonogiri, pos Klaten, dan pos Sragen. (WISI, 
baris 17-22) 
Adapun 7 dasar Hukum yang digunakan Bapas Surakarta yaitu 
meliputi : 
1. Undang-undang No.12 Tahun 1995, tentang SISTIM 
PEMASYARAKATAN 
2. Undang-undang  Nomor : 3 tahun 1997 tentang Peradilan anak 
3. Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan tanggal 7 Maret 1997 RI 
No.M.01.PR.07.17 tahun 1997 
4. Perubahan Nomenklatur Balai BISPA menjadi BAPAS pada 
tahun 1997 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman 
RI No.M.01.PR.07.03 tanggal 12 Februari 1997 
5. PP Nomor :31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan 
Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan 
6. PP Nomor : 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Hak 
Warga Binaan Pemasyarakatan 
7. PP Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Perubahan atas PP Nomor : 
32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak 
Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). 
Adapun unit-unit yang ada di Bapas yaitu : Pembimbing 
Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang 
melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, 
dan pendampingan terhadap klien di dalam dan di luar proses peradilan 
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pidana (Undang-undang No. 11 Tahun 2012). Bimbingan Klien 
Dewasa (BKD) bagian (unit) dari Bapas yang memiliki tugas-tugas yang 
berkenaan dengan klien pemasyarakatan dewasa yang usianya di atas 18 
(delapan belas) Tahun. Penelitian Kemasyarakatan adalah salah satu hal 
yang penting sebagai metode pendekatan dalam rangka pembinaan 
“pelanggar hukum”. Hal ini merupakan suatu metode penelitian yang 
“khusus” dan penting yang harus dilakukan oleh petugas pada Balai 
Pemasyarakatan yakni Pembimbing Kemasayarakatan. Mengingat penting 
dan besarnya kegunaan pembuatan Penelitian Kemasyarakatan dalam 
membantu hakim untuk membuat suatu putusan yang tepat dan seadil-
adilnya serta untuk menentukan terapi pembinaan yang tepat, maka laporan 
Penelitian Kemasyarakatan ini harus dapat memberikan gambaran tentang 
latar belakang kehidupan klien baik dimasa lalu maupun setelah menjadi 
klien, sehingga segala masalah yang terkandung didalam kehidupan serta 
lingkungan sosialnya dicakup dalam isi laporan Penelitian 
Kemasyarakatan. 
Kepentingan Laporan Penelitan Kemasyarakatan, sebagai bahan 
pertimbangan dalam mengatasi serta usaha untuk memperbaiki kembali 
fungsi sosial para pelanggar hukum. Dengan tujuan mereka bisa kembali 
kearah yang wajar dan dapat berfungsi sebagaimana anggota masyarakat 
lainnya, maksimal manusia berguna seta ikut berpartisipasi secara aktif dan 
kreatif dalam pembangunan. Dengan mengingat tujuan tersebut, maka 
penanganan terhadap pelanggar hukum perlu mendapat perlakuan sebaik 
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mungkin dan penelitian secara seksama agar tujuan tersebut bisa 
dicapai, baik sebelum maju kesidang pengadilan maupun sesudahnya. 
Penyusunan rekomendasi Litmas untuk menentukan program 
pembinaan dilakukan dalam upaya memastikan bahwa system, proses dan 
tahap-tahap pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan sesuai ketentuan 
yang berlaku. Penyusunan Litmas wajib dilaksanakan dengan tertib dalam 
proses untuk menentukan program pembinaan tahap awal, program 
Asimilasi, dan Re-integrasi bagi WBP.  
1. Penyusunan Rekomendasi Litmas untuk menentukan Program Pembinaan 
Pendahuluan, Indikator yang wajib dipertimbangkan adalah : 
a. Setiap Narapidana BI Wajib dilakukan penelitian Kemasyarakatan untuk 
 menentukan program pembinaan. 
b. Setiap narapidana anak wajib dilampirkan dan dilengkapi dengan Hasil 
 Litmas terdahulu, risalah proses diversi dalam hal proses diversinya 
 gagal,  dan data dukung lainnya yang relevan.  
c. Hasil assesment resiko dan asesmen kebutuhan.  
d. Kebutuhan Pembinaan tahap awal WBP disusun dalam rencana program 
 pembinaan tahap awal berdasarkan kebutuhan WBP, kebutuhan 
masyarakat,  kebutuhan pembinaan dan tingkat resiko. 
e. Strategi pelaksanaan program pembinaan mencakup Jangka waktu 
 pelaksanaan program, kerjasama pembinaan, penanggung jawab program, 
 monitoring, Pengawasan dan Evaluasi program pembinaan.  
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2. Penyusuan Rekomendasi Program Asimilasi, indikator yang wajib 
dipertimbangkan :  
a. Hasil evaluasi pelaksanaan program pembinaan pembinaan tahap lanjutan, 
dan berdasarkan hasil Litmas dan TPP.  
b. WBP secara nyata telah menunjukkan Perubahan perilaku yang baik, 
tercatat dalam buku/Kartu pembinaan, dan dibuktikan dengan surat 
keterangan berkelakuan baik, serta tidak pernah tercatat dalam Register F 
paling sedikit 9 (Sembilan) bulan terakhir.  
c. Telah memenuhi syarat substantive dan administrative.  
d. WBP menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak 
pidana lagi  yang  dinyatakan dalam surat pernyataan yang 
ditandatangani oleh WBP.  
e. Penanggung jawab memiliki alamat tempat tinggal yang jelas dan benar. 
Dibuktikan dengan Surat Keterangan domisili yang dikeluarkan oleh 
Kepala Desa / Lurah setempat, KTP dan atau Identitas kependudukan yang 
syah.  
f. Surat Pernyataan dari penjamin atau penanggung jawab WBP, dan 
ditandatangani di atas materai yang cukup dan diketahui PK.  
g. Kesediaan WBP untuk mematuhi aturan yang berlaku, tidak akan 
melarikan diri yang  dikuatkan dengan surat pernyataan yang 
ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas  materai yang cukup 
dan diketahui PK.  
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h. Dalam hal Asimilasi bekerja sama dengan pihak ketiga, maka PK wajib 
memastikan  hal-hal sebagai berikut : 
1) Status hukum, alamat tempat Perusahaan/lembaga, dibuktikan 
data dukung akte pendirian perusahaan/lembaga yang masih 
berlaku.  
2) Kondisi tempat asimilasi dan Lingkungan sekitarnya dinilai 
kondusif dan layak sebagai tempat pembinaan asimilasi.  
3) Kesediaan perusahaan/lembaga untuk menjamin pelakksanaan 
program asimilasi. Dibuktikan surat jaminan dari perusahaan/ 
lembaga bermeterai cukup.  
i. Adanya Kesanggupan Klien untuk mematuhi syarat-syarat  
    pembimbingan dan pengawasan oleh PK Bapas 
yang dinyatakan dalam   surat perjanjian pembimbingan dan 
pengawasan yang ditanda tangani   sebelum memberikan persetujuan 
Asimilasi.  
3. Penyusunan Rekomendasi Program Cuti mengunjungi Keluarga (CMK), 
indikator yang wajib dipertimbangkan :  
a. Hasil pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan tahap 
lanjutan, yang dituangkan dalam Litmas. 
b. WBP secara nyata telah menunjukkan Perubahan perilaku yang baik, 
tercatat dalam buku/Kartu pembinaan, dan dibuktikan dengan surat 
keterangan berkelakuan baik, serta tidak pernah tercatat dalam Register F 
paling sedikit 9 (Sembilan) bulan terakhir. 
   
  55 
c. Telah memenuhi syarat substantive dan administrative. 
d. WBP menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak 
pidana lagi yang dinyatakan dalam surat pernyataan yang ditandatangani 
  oleh WBP.  
e. Penanggung jawab memiliki alamat tempat tinggal yang jelas dan benar, 
Dibuktikan dengan Surat Keterangan domisili yang dikeluarkan oleh  
    Kepala Desa / Lurah setempat, KTP dan atau Identitas 
kependudukan yang  syah.  
f. Surat Pernyataan dari penjamin atau penanggung jawab WBP dan 
ditandatangani di atas materai yang cukup dan diketahui PK. 
g. Kesediaan WBP untuk mematuhi aturan yang berlaku, tidak akan
 melarikan diri yang dikuatkan dengan surat pernyataan yang 
ditandatangani  oleh yang 
bersangkutan di atas materai yang cukup dan diketahui PK.  
h. Kesanggupan Klien mematuhi syarat-syarat pembimbingan dan 
 pengawasan oleh PK Bapas yang dinyatakan dalam surat perjanjian 
 pembimbingan dan pengawasan yang ditandatangani sebelum 
memberikan 
Persetujuan / rekomendasi CMK.  
4. Penyusunan Rekomendasi Program Re-integrasi.  
a. Penyusunan Rekomendasi Program Pembebasan Bersyarat (PB), indikator 
 pokok yang harus dipertimbangkan :  
1) Hasil evaluasi pelaksanaan program pembinaan pembinaan tahap 
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asimilasi, dan berdasarkan hasil Litmas dan TPP.  
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2) WBP secara nyata telah menunjukkan Perubahan perilaku yang baik, 
tercatat dalam buku/Kartu pembinaan, dan dibuktikan dengan surat 
keterangan berkelakuan baik, serta tidak pernah tercatat dalam Register 
F paling sedikit 9 (Sembilan) bulan terakhir.  
3) WBP menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan 
tindak pidana lagi yang dinyatakan dalam surat pernyataan bermatetari 
cukup.  
4) Telah memenuhi syarat substantive dan administrative.  
5) Kesediaan WBP untuk mematuhi syarat-syarat umum dan syarat-
syarat khusus yang ditentukan oleh PK, dibuktikan dalam surat 
pernyataan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas materai 
yang cukup dan diketahui PK.  
6) Penanggung jawab memiliki alamat tempat tinggal yang jelas dan 
benar. Dibuktikan dengan Surat Keterangan domisili yang dikeluarkan 
oleh Kepala Desa / Lurah setempat, KTP dan atau Identitas 
kependudukan yang syah.  
7) Lingkungan masyarakat tempat tinggal klien selama yang 
bersangkutan menjalani PB dinilai baik dan kondusif, dan tidak 
keberatan menerima kembali klien dibuktikan dengan surat pernyataan 
RT/RW/Lurah/Kepala Desa bermaterai cukup.  
8) Surat Pernyataan dari penjamin atau penanggung jawab WBP dan 
ditandatangani di atas materai yang cukup dan diketahui PK.  
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9) Kesanggupan Klien mematuhi syarat-syarat Khusus (pembimbingan 
dan pengawasan) yang ditentukan oleh PK Bapas yang dinyatakan dalam 
surat perjanjian pembimbingan dan pengawasan yang dibuat sebelum 
memberikan persetujuan/rekomendasi PB.  
b. Penyusunan Rekomendasi Program Cuti Menjelang Bebas, indikator 
 pokok 
yang harus dipertimbangkan :  
1) Hasil evaluasi pelaksanaan program pembinaan pembinaan tahap 
lanjutan, dan berdasarkan hasil Litmas dan TPP.  
2) WBP secara nyata telah menunjukkan Perubahan perilaku yang baik, 
tercatat dalam buku/Kartu pembinaan, dan dibuktikan dengan surat 
keterangan berkelakuan baik, serta tidak pernah tercatat dalam Register 
F paling sedikit 9 (Sembilan) bulan terakhir.  
3) WBP menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan 
tindak pidana lagi yang dinyatakan dalam surat pernyataan bermatetari 
cukup..  
4) Telah memenuhi syarat substantive dan administrative.  
5) Kesediaan WBP untuk mematuhi syarat-syarat umum dan syarat-
syarat khusus yang ditentukan oleh PK, dibuktikan dalam surat 
pernyataan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas materai 
yang cukup dan diketahui PK.  
6) Penanggung jawab memiliki alamat tempat tinggal yang jelas dan 
benar. Dibuktikan dengan Surat Keterangan domisili yang dikeluarkan 
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7) oleh Kepala Desa / Lurah setempat, KTP dan atau Identitas 
kependudukan yang sah.  
8)  Lingkungan masyarakat tempat tinggal klien selama yang 
bersangkutan menjalani PB dinilai baik dan kondusif, dan tidak 
keberatan menerima kembali klien dibuktikan dengan surat pernyataan 
RT/RW/Lurah/Kepala Desa bermaterai cukup.  
9)  Surat Pernyataan dari penjamin atau penanggung jawab WBP dan 
ditandatangani di atas materai yang cukup dan diketahui PK.  
10)  Kesanggupan Klien mematuhi syarat-syarat Khusus (pembimbingan 
dan pengawasan) yang ditentukan oleh PK Bapas yang dinyatakan dalam 
surat  perjanjian pembimbingan dan pengawasan yang dibuat sebelum 
memberikan persetujuan/rekomendasi PB.  
c. Penyusunan Rekomendasi Program Pembinaan Cuti Bersyarat, Indikator 
 yang wajib dipertimbangkan :  
1) Hasil evaluasi pelaksanaan program pembinaan pembinaan tahap 
lanjutan, dan berdasarkan hasil Litmas dan TPP.  
2) WBP secara nyata telah menunjukkan Perubahan perilaku yang baik, 
tercatat dalam buku/Kartu pembinaan, dan dibuktikan dengan surat 
keterangan berkelakuan baik, serta tidak pernah tercatat dalam Register 
F. paling sedikit 9 (Sembilan) bulan terakhir.  
3) WBP berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi yang 
dinyatakan dalam surat pernyataan bermatetari cukup..  
4) Telah memenuhi syarat substantive dan administrative.  
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5) Kesediaan WBP untuk mematuhi syarat-syarat umum dan syarat-
syarat khusus yang ditentukan oleh PK, dibuktikan dalam surat 
pernyataan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas materai 
yang cukup dan diketahui PK.  
6) Penanggung jawab memiliki alamat tempat tinggal yang jelas dan 
benar. Dibuktikan dengan Surat Keterangan domisili yang dikeluarkan 
oleh Kepala Desa / Lurah setempat, KTP dan atau Identitas 
kependudukan yang sah.  
7) Lingkungan masyarakat tempat tinggal klien selama yang 
bersangkutan menjalani PB dinilai baik dan kondusif, dan tidak 
keberatan menerima kembali klien dibuktikan dengan surat pernyataan 
RT/RW/Lurah/Kepala Desa bermaterai cukup.  
8) Surat Pernyataan dari penjamin atau penanggung jawab WBP dan 
ditandatangani di atas materai yang cukup dan diketahui PK.  
9) Kesanggupan Klien mematuhi syarat-syarat Khusus (pembimbingan 
dan pengawasan) yang ditentukan oleh PK Bapas yang dinyatakan dalam 
surat perjanjian pembimbingan dan pengawasan yang ditanda-tangani 
klien dan diketahui PK sebelum memberikan persetujuan/rekomendasi 
PB. II. Penyusunan Rekomendasi Program asimilasi dan integrasi untuk 
tindak pidana khusus wajib mempedomani dan pemberhatikan dengan 
sungguh-sungguh PP No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas 
PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak 
WBP, dan Permen 21 tahun 2013 tentang syarat dan tatacara pemberian 
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10) Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan 
Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. III. Untuk 
menjamin kepastian hukum, obyektifitas, perlakuan yang tidak 
diskriminatif dan akuntabilitas kinerja pelayanan, Pembimbing 
Kemasyarakatan wajib memastikan proses penelitian kemasyarakatan 
(litmas), dan melampirkan data dukung yang dipercaya (reliable) berkas 
pendukung berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Keterangan 
domisili, surat jaminan, surat perjanjian, dan atau surat pernyataan serta 
dokumen pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan. IV. Kepala 
Kantor Wilayah c.q. Kepala Divisi Pemasyarakatan wajib melakukan 
pembinaan, pengawasan dan pengendalian dengan melakukan langkah 
langkah pembimbingan, monitoring dan evaluasi secara berkala dan 
melaporkan setiap Triwulan pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan 
pengendalian kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. 
 
2. Struktur organisasi dan tata laksana 
Dalam tugas dan fungsinya Balai Pemasyarakatan kelas II 
Surakartaaa selalu memakai peraturan yang ada, adapun ketentuan dan 
peraturan yang dipakai dalam tugas dan fungsinya yaitu Berdasarkan 
keputusan menteri kehakiman No.01.PR.07.03 Tahun 1997 tentang 
organisasi dan tata kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan 
Pengentasan Anak tanggal 12 februari 1997. Adapun struktur 
organisasinya : 
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KEPALA BALAI 
PEMASYARAKATAN KELAS II 
SURAKARTA 
SUB BAGIAN TATA USAHA 
URUSAN 
KEPEGAWAIAN DAN 
KEUANGAN 
URUSAN 
UMUM 
KASUBSI BIMBINGAN 
KLIEN ANAK 
KASUBSI BIMBINGAN 
KLIEN DEWASA 
Gambar 2. ( Sumber data : Sub Bagian Tata Usaha Balai Pemasyarakatan Kelas II 
  Surakarta, Januari 2018 ) 
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B.  Hasil Penelitian 
1. SDM Konselor (PK)  
Daftar pegawai Bapas Klass II Surakarta 
Dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti mendapatkan beberapa temuan 
yang dapat menggambarkan kualifikasi yang dimiliki pembimbing kemasyarakatan 
(PK) yang menangani bimbingan pribadi terhadap pelaku tindak pidana kriminal 
dengan korban anak di bawah umur di Bapas Surakarta. 
 
NO Nama Pendidikan Jurusan Pengalaman PK NIP 
1 SISWANTO, 
S.Sos. 
STIA/YPAN 
Jakarta 
Administrasi 
Negara 
- Diklat PK di 
Jakarta 
- Seminar 
penguatan 
JFPK 
- Adum/sepala/
diklatpim IV 
- Diklatpim I 
di Semarang 
19731225 199401 
1 001 
2 RITA 
JATNIKASARI, 
A.K.S. 
STKS Bandung Kesejahteraan 
Sosial  
- Diklat PK di 
Jakarta 
- Pelatihan 
menjadi PK 
di Semarang 
- Seminar 
penguatan 
19740313 199803 
2 001 
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JFPK 
3 MULYONO, 
S.S.T. 
STKS Bandung Kesejahteraan 
Sosial 
- Diklat PK di 
Jakarta 
- Seminar 
penguatan 
JFPK 
- Pelatihan PK 
di Semarang 
- Diklatpim IV 
- Latpimpas di 
Jakarta 
19700927 199303 
1 001 
4 DJOKO 
HASTANTO 
NURSIDHARTO, 
S.H., M.H. 
S1/UKSW  
S2/UNS  
Hukum - Diklat 
Penguatan 
PK di Jakarta 
- Diklat PK di 
Semarang 
- Latpimpas di 
Jakarta 
- Diklatpim 
tingkat I di 
Semarang 
- Seminar 
penguatan 
19650517 199203 
1 001 
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JFPK 
- Adum/sepala/
diklatpim IV 
5 Dra. KRISTIN 
YUNIASTUTI 
UMS Surakarta Akutansi  - Diklat PK di 
Jakarta 
- Seminar PK 
di 
Yogyakarta 
- Seminar 
penguatan 
JFPK 
- Diklat PK di 
Semarang 
19680601 199403 
2 001 
Tabel 1. SDM Bapas Klass II Surakarta 
   
 2. Proses Pelaksanaan bimbingan pribadi di Bapas Surakarta 
a. Menetapakan Tujuan Bimbingan Pribadi 
Penetapan tujuan ini dilakukan agar pelaksanaan kegiatan dapat terstruktur dan 
tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Pelaksanaan kegiatan bimbingan guna 
membantu klien agar dapat memahami apa yang harus mereka lakukan adalah salah 
satu hal yang dapat dilakukan agar apa yang menjadi tujuan klien dan Pembimbing 
kemasyarakatan tercapai. 
Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti pada saat 
penelitian, pemberian bantuan berupa bimbingan pribadi yang diberikan pembimbing 
kemasyarakatan (PK) terhadap klien berbeda, perbedaan itu sudah dapat dilihat pada 
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jenis pelanggaran atau kasus pidana yang mereka lakukan seperti kasus kriminal, 
narkoba, terorisme dll.  
Perlakuan yang menjadikan klien satu dengan yang lain berbeda yaitu karena 
PK akan memberi rekomendasi yang berbeda kepada semua klien tergantung kasus 
yang diperbuat, jika kasus yang dilakukan sebuah kriminalitas maka akan diberikan 
bimbingan pribadi oleh PK untuk penanganannya. Kecuali merupakan sebuah kasus 
narkoba dan terorisme maka PK akan merekomendasikan agar menjalani terapi 
rehabilitasi untuk narkoba atau rehabilitasi mental untuk teroris dengan masuk ke 
balai rehabilitasi sosial (BARESOS) atau tempat rehabilitasi khusus narkoba (BNN). 
Dengan begitu klien akan lebih mudah untuk menerima bantuan yang 
diberikan oleh ahlinya dan tentunya akan lebih cepat sembuh , begitu juga dengan 
klien kriminal yang harus menjalani bimbingan pribadi di bapas akan lebih mudah 
untuk kembali diterima ke masyarakat umum karena telah menjalani bimbingan 
pribadi yang membuat klien sadar atau kembali mengenal dirinya dan Tuhan-Nya.  
Seperti yang disampaikan oleh klien dalam wawancara, 
Berikut ini :  
“Menurut saya itu sangat membantu ya mas, karena setelah 
mendapatkan pembinaan di LAPAS saya diberikan pemulihan mental atau 
keberanian untuk kembali berhadapan dengan masyarakat yang sudah 
memandang saya orang yang buruk, soalnya siapa lagi yang mau menampung 
keluh kesah saya tentang apa yang saya alami kecuali keluarga, belum juga 
saya dibimbing ketika mendapatkan kesulitan dalam hidup saya.” (W3N5, 31-
43 ) 
 
Dengan adanya bimbingan pribadi yang diberikan oleh Pembimbing 
Kemasyarakatan dari BAPAS adalah demi tercapainya tujuan bersama yaitu klien 
dapat memahami diri dengan baik dan tidak akan pernah mengulangi perbuatan yang 
dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain terutama anak-anak yang masih di 
bawah umur.  
Seperti yang dikatakan oleh petugas Bapas, 
Berikut ini : 
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“Tujuan layanan bimbingan pribadi di BAPAS ini untuk membentuk 
kepribadian yang baik bagi klien yang baru keluar dari LAPAS agar tidak 
mengulangi perbuatannya kembali setelah dilepas ke masyarakat serta 
mengembalikan kesadaran klien dalam mengenal dirinya, Tuhannya, dan 
lingkungan atau keluarga. Agar klien memiliki taraf hidup yang lebih baik dari 
sebelumnya.” (W2N3, 25-34) 
 
b.  Pelaksanaan Bimbingan Pribadi  
Pelaksanaan bimbingan pribadi di Bapas Surakarta dilakukan oleh pembimbing 
kemasyarakatan (PK) secara bertahap. Bimbingan pribadi yang dimaksud ditujukan 
untuk seluruh klien yang ada di Bapas Surakarta, ketika klien telah mendapatkan 
pengajuan bebas bersyararat maka akan dilakukan litmas oleh petugas 
kemasyarakatan dari Bapas Surakarta dan ketika litmas untuk bebas bersyarat 
disetujui maka klien diregistrasikan ke Bapas dan menjadi klien Bapas. Setelah klien 
resmi menjadi klien Bapas maka akan diberikan Pembimbing kemasyarakatan (PK) 
kemudian dibuatkan jadwal absensi yang juga menjadi jadwal bimbingan untuk klien 
dan pada saat itu bimbingan di laksanakan.   
Salah satu tugas Bapas yaitu melaksanakan bimbingan pribadi terhadap pelaku 
tindak pidana kriminal dengan korban anak di bawah umur di Bapas Surakarta, 
sehingga diharapkan tidak akan terulang kembali perbuatan yang dapat merugikan 
orang lain atau anak-anak sebagai generasi penerus bangsa yang harus dilindungi, 
diberikan pendidikan dan kasih sayang yang layak.  
 
Seperti yang disampaikan oleh Pembimbing kemasyarakatan, 
berikut ini : 
“instansi ini didirikan bertujuan untuk mengatasi permasalahan anak-
anak atau pemuda Belanda dan Indonesia yang membutuhkan pembinaan 
khusus. Kegiatannya memberikan bimbingan dan konseling lanjutan bagi 
Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), memberikan bimbingan dan konseling 
bagi WBP anak sama dewasa yang mendapatkan pembebasan bersyarat (PB), 
cuti bersyarat (CB), cuti menjelang bebas (CMB), serta pembinaan anak yang 
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diputus untuk dikembalikan kepada orang tuanya, kalau sekarang disebut 
sebagai diversi”. (W1N1, 19-31). 
 
Ketika pembimbing kemasyarakatan (PK) akan melaksanakan bimbingan 
maka PK wajib melakukan asesmen lapangan untuk membuat penelitian 
kemasyarakatan (Litmas). Hal ini bertujuan untuk kelancaran proses bimbingan dalam 
masa bebas bersyarat klien. Di dalam litmas berisi data identitas, kronologi, dan surat 
pernyataan dari klien serta wali atau penjamin, sehingga sangat penting sekali peran 
litmas. Alur pembuatan litmas haruslah ada surat pemberitahuan dari pihak terkait 
bahwa klien telah pantas untuk mendapatkan pembebasan bersyarat dan berhak 
menerima bimbingan pribadi dari Bapas Surakarta agar dapat kembali melanjutkan 
hidup dengan layak serta dapat diterima kembali oleh masyarakat. 
“Prosesnya kita membuat jadwal absensi ketika klien mulai diserahkan 
ke BAPAS atau registrasi menjadi klien BAPAS, pada saat klien datang untuk 
absensi saat itu juga bimbingan kita berikan sampai masa pidananya selesai, 
selama bimbingan klien diberikan materi oleh Petugas Kemasyarakatan (PK) di 
ruang bimbingan yang ada di BAPAS Surakarta”. (W2N2, 34-42) 
 
Selain itu dengan adanya bimbingan pribadi yang diberikan Bapas klien merasa 
sangat terbantu dalam menangani kesulitan hidup yang mereka jalani dan menjadi 
lebih percaya diri untuk kembali berbaur ke masyarakat. 
 
Seperti yang diutarakan DJK selaku klien Bapas : 
 
“Menurut saya itu cukup membantu mas, karena saya juga butuh orang 
yang bisa membantu saya untuk berubah menjadi lebih baik kan mas, jadi itu 
cukup membantu bagi saya. Soalnya siapa lagi yang mau menampung keluh 
kesah saya tentang apa yang saya alami kecuali keluarga, belum juga saya 
dibimbing ketika mendapatkan kesulitan dalam hidup saya.” (W3N6, 24-36). 
 
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan bimbingan 
pribadi di Bapas Surakarta tentunya faktor pendukung dan penghambat. Untuk faktor 
pendukung sendiri hanya sekedar kontrak atau hukum yang mewajibkan klien untuk 
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absensi dan menjalani bimbingan, jadi PK dintungkan oleh itu, selain itu PK juga 
diuntungkan dengan keaktifan klien yang rutin untuk bimbingan setiap bulannya. 
“Ya saya aktif mas dalam menjalani kegiatan ini, ketika Petugas bilang 
ini itu dan mengarahkan saya tentang sesuatu ya saya lakukan karena saya juga 
bingung kalau harus berjalan sendiri tanpa arahan yang tepat.” (W3N5, 47-53)   
 
 Kemudian untuk faktor penghambat ada masalah waktu, jarak lokasi yang 
harus ditempuh klien, kondisi ekonomi klien, keterbatasan SDM dari Pembimbing 
kemasyarakan (PK). 
 Seperti yang diungkapakan PK dalam wawancara saya,  
Berikut ini :  
“Ada beberapa faktor mas, untuk faktor yang mendukung yaitu klien 
sudah terikat kontrak atau hukum yang mewajibkan klien untuk menjalani 
pidana bebas bersyarat berupa absen setiap bulan dan juga wajib menjalani 
bimbingan yang diberikan oleh PK dari BAPAS, untuk kendala yaitu waktu, 
tempat atau ruang lingkup, dan tidak ada spesifikasi khusus bagi PK yang ada 
di Bapas untuk menanganiberbagaimacam kasus pidana.” (W2N4, 86-98) 
 
dalam proses kegiatan pemberian bimbingan pribadi kepada klien masih banyak 
kendala yang harus diperhatikan dan ditangani dengan serius oleh pihak Bapas demi 
tercapainya tujuan bimbingan pribadi yaitu klien dapat mengatasi masalah yang 
dihadapi secara mandiri dan tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum. 
 
 
 
 
c.  Metode Dalam Pelaksanaan Layanan Bimbingan Pribadi 
Dalam pelaksanaan layanan bimbingan pribadi yang dilakukan oleh PK 
memiliki metode dan teknik yang sama. Berdasarkan wawancara dan observasi 
mengenai metode yang digunakan oleh PK yaitu metode secara langsung, dimana 
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dalam bentuk pelaksanaannya dilakukan secara pribadi sehingga akan lebih leluasa 
bagi klien untuk berkonsultasi. Namun PK juga mempunyai cara untuk mengawasi 
klien dalam masa bimbingan berlangsung yaitu dengan melibatkan pemerintah desa 
atau lingkungan tempat klien tinggal. 
Seperti yang dikemukakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, 
Berikut ini :  
“Tidak ada metode khusus yang kami gunakan mas, semuanya standar 
operasional dari instansi yaitu secara langsung atau dalam pelaksanaannya 
dilakukan secara pribadi. Tapi yang sering kami gunakan yaitu bekerja sama 
dengan masyarakat atau pemerintah desa setempat untuk memonitoring 
keadaan klien pada saat di luar BAPAS, dengan cara itu kami bisa lebih banyak 
mendapatkan data mengenai klien yang kami tangani.” (W2N4, 69-79) 
 
Metode yang diberikan PK dapat dipahami dengan baik oleh klien sehingga 
klien dapat menempatkan diri ketika menjalani bimbingan pribadi di Bapas. Kegiatan 
ini sangat berpengaruh terhadap klien untuk praktek di kehidupan dan sebagai hasil 
akhir atau penilaian dalam tugas yang diberikan serta tanggung jawab secara langsung 
kepada PK selaku pembimbing yang ditunjuk atas dirinya. 
 
d. Evaluasi atau Penilaian 
Eavaluasi dalam kegiatan bimbingan pribadi dilakukan untuk menentukan atau 
membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan pelaksanaan bimbingan pribadi 
tercapai. Evaluasi ini dilakukan pada setiap akhir tahapan bimbingan yang ada di 
BAPAS meliputi tahapan awal, lanjutan dan akhir yang bertujuan untuk mengetahui 
tingkat keberhasilan klien dalam mengikuti kegiatan bimbingan, penilaian ini 
diberikan agar klien tahu bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mengendalikan 
diri dan berubah menjadi lebih baik. 
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Dari hasil pemberian bimbingan akan diketahui apakah keinginan klien untuk 
berubah ke arah yang lebih baik cukup serius atau tidak, karena menurut Pembimbing 
Kemasyarakatan yang dapat merubah perilaku ataupun pikiran adalah diri klien 
sendiri, pihak BAPAS hanya memberikan arahan atau bimbingan untuk dapat 
menyelesaikan masalah klien secara mandiri.   
“Ada beberapa tahap bimbingan untuk klien yaitu bimbingan awal, 
tengah dan akhir dan setiap tahap akan diberikan materi yang berbeda, 
kemudian juga akan ada evaluasi apakah ada perubahan yang terlihat dari klien 
atau tidak, ketika ada perubahan baik maka klien akan mendapatkan sebuah 
apresiasi atau reward dan begitu juga sebaliknya, kemudian saat masa 
pidananya selesai bimbingan juga akan berakhir dengan adanya evaluasi dan 
surat pengakhiran dari BAPAS.” (W2N3, 49-60). 
 
Penilaian setelah tahapan bimbingan sangatlah penting, karena dalam proses 
bimbigan yang dilakukan sangatlah berpengaruh terhadap klien. Seberapa jauh mereka 
mengikuti arahan yang diberikan akan berpengaruh terhadap penilaian. Penilaian ini 
bertujuan mengetahui seberapa besar hasil praktik yang telah dilakukan oleh klien, 
dalam penilaian ini tentu saja akan menjadi alat untuk mengembangkan kegiatan 
bimbingan pribadi yang ada di BAPAS Surakarta. 
  
C.  Pembahasan  
Sumber daya manusia merupakan salah satu pondasi utama dan juga pondasi 
terpenting yang harus ada pada perusahaan. Sumber daya manusia memegang peranan 
yang sangat penting dalam aktivitas ataupun kegiatan usaha yang dijalankan oleh 
perusahaan (Ermaya, 2004 : 76).  
Dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan, dilihat dari data yang sudah ada 
serta melihat langsung ke lapangan bahwa SDM Pembimbing Kemasyarakatan (PK) 
yang ada di Bapas sudah sesuai dengan pendapat di atas, walaupun tidak semua PK 
lulusan dari ilmu sosial melainkan dari jurusan yang berbeda akan tetapi PK sudah 
dibekali ilmu dari DIKLAT yang di berikan oleh KEMENKUMHAM untuk 
melakukan bimbingan dan konseling terhadap klien yang menjalani hukuman bebas 
  
  
 
71 
bersyarat di Bapas surakarta. Selain ilmu yang didapat dari mengikuti diklat dan 
seminar, sebelum menjadi PK seorang pembimbing kemasyarakatan harus mampu 
menjadi pembantu PK agar sebelum terjun langsung untuk menangani klien PK sudah 
profesional. Sehingga semua yang terlibat dalam kegiatan tersebut akan merasa yakin 
dengan kualifikasi yang dimiliki oleh PK. Hakim, keluarga serta petugas yang terlibat 
tidak akan merasa ragu lagi atas perkataan dan tindakan yang dilakukan oleh PK, 
Karena PK telah mampu meyakinkan atas rekomendasi yang terbaik untuk klien 
(dikutip dalam skripsi Susi, 2018 : 68). 
Ketika peneliti melakukan pengamatan pada saat PK memberi bimbingan 
dalam tahap awal yaitu pengumpulan informasi, peneliti melihat bahwa PK telah 
melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan, yang pertama kali dilakukan oleh PK 
yaitu memperkenalkan dan menjelaskan tujuan bimbingan. Setelah selesai 
memperkenalkan diri PK meminta klien untuk menjelaskan identitasnya dengan 
lengkap.  
Setelah terpenuhi PK mewawancarai klien tentang tindak perilakunya yang 
menyimpang sehingga menjadikan klien dapat berada disini. Setelah klien bercerita 
tentang kronologi perbuatannya, PK sambil mecocokkan cerita klien dengan BAP 
yang telah PK terima dari pihak terkait. hal ini bertujuan agar klien menjadi lebih 
terbuka ketika PK tengah menggali data. Dari sini lah PK dapat melihat apakah klien 
orang yang jujur atau tidak, dalam memberi rekomendasi kepada klien tidak hanya 
dilihat dari perilaku jujur yang dimiliki oleh klien akan tetapi juga dilihat dari sebesar 
apa kasus yang diperbuat. kedua hal ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 
bagi PK untuk merekomendasikan klien mendapatkan remisi berupa pembebasan 
bersyarat.  
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Rekomendasi yang diberikan kepada klien yang dirasa belum pantas 
menerima pembebasan bersyarat seperti, klien belum punya keinginan untuk bertobat, 
tidak ada penjamin bagi klien, dan catatan perilaku yang buruk selama masa 
pembinaan di Lapas itu menjadi pertimbangan untuk PK tidak memberikan 
rekomendasi untuk menerima pembebasan bersyarat.  
Abu Ahmadi (1991: 109) sebagai berikut : “Bimbingan pribadi adalah 
seperangkat usaha bantuan kepada klien agar dapat menghadapi sendiri masalah-
masalah pribadi yang dialaminya, mengadakan penyesuaian pribadi, dan kegiatan 
rekreatif yang bernilai guna, serta berdaya upaya sendiri dalam memecahkan masalah-
masalah pribadi, rekreasi dan sosial yang dialaminya. Inti dari pengertian bimbingan 
pribadi yang dikemukan oleh Abu Ahmadi adalah bimbingan pribadi yang diberikan 
kepada individu, agar mampu menghadapi dan memecahkan permasalahan pribadi 
secara mandiri. 
Akan tetapi pelaksanaan bimbingan yang dilaksanakan di Bapas Klas II 
Surakarta belum sesuai dengan pendapat Abu Ahmadi karena proses pemberian 
bimbingan untuk memecahkan masalah-masalah pribadi, tetapi adapun kendala yang 
menjadikan Pembimbing kemasyarakatan (PK) terhambat dalam melaksanakan 
bimbingan kepada klien karena jangka waktu yang terlalu lama dan sarana prasarana 
yang menjadikan PK sulit untuk melaksanakan bimbingan, apalagi ketika klien 
bertempat tinggal di daerah yang cukup jauh. Sebagaimana pernyataan salah seorang 
PK. 
“Untuk kendala yaitu waktu yang terbatas untuk melakukan bimbingan, 
sarana dan prasarana, serta jarak tempuh dari rumah klien ke kantor cukup jauh 
lho mas, jadi akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit kan mas? dan itu 
memberatkan klien karena belum tentu klien selepas dari LAPAS langsung 
mendapatkan pekerjaan.” (W2N2, 85-96) 
 Syamsu Yusuf dan Juntika Nurihsan (2005: 14) merumuskan beberapa fungsi 
bimbingan dan konseling yang terkait dengan aspek pribadi seperti, perubahan, 
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pemahaman diri, berkomunikasi dengan sehat, berlatih tingkah laku, belajar terbuka, 
bertahan dengan keadaan, dan menghilangkan gejala disfungsional. 
Bimbingan di Bapas Surakarta menurut peneliti sudah mencakup semua fungsi 
tersebut. Sesuai dengan teori di atas, pelaksanaan bimbingan di Bapas Surakarta 
bermaksud untuk memberikan pemahaman kepada klien mengenai kesadaran hukum, 
kesadaran agama, dan berperilaku yang baik tidak menyimpang lagi, sehingga dapat 
diterima kembali oleh masyarakat. Dari keterangan klien juga menyatakan bahwa 
mereka sudah tidak akan mengulangi perilaku kriminalnya agar tidak terjerat hukum 
kembali. 
Secara prosedural di Bapas memiliki tahapan dalam memberikan bimbingan 
yaitu meliputi tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir. Akan tetapi dengan kondisi 
lapangan, pelaksanaan bimbingan tidak serta merta sesuai dengan teori tersebut, 
karena suatu faktor yang menyebabkan proses konseling tidak dibedakan antara tahap 
awal, lanjutan, dan akhir. Akan tetapi pada prakteknya berbeda, pelaksanaan 
bimbingan bersifat mengalir menyesuaikan permasalahan yang ada di lapangan. 
 Dalam kegiatan bimbingan yang dilaksanakan di BAPAS Surakarta masih dapat 
dikatakan dalam kategori umum, padahal klien yang mendapat bimbingan bukan perkara 
pidana yang ringan melainkan pelaku tindak pidana kriminal yang mungkin saja berpotensi 
untuk mengulang kembali perbuatan yang melanggar hukum tersebut. Instansi pemerintah 
yang besar seperti BAPAS seharusnya mampu memberikan layanan yang cukup elit seperti 
sarana dan prasarana, SDM dengan kemampuan spesialis untuk kasus pidana tertentu, 
sehingga layanan bimbingan pribadi yang diberikan benar-benar bermutu dan berhasil 
merubah klien sepenuhnya seperti yang diharapkan. 
   77 
BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai bimbingan 
pribadi terhadap pelaku tindak pidana kriminal dengan korban anak di bawah 
umur di BAPAS Surakarta. Dilihat baik secara teoritis maupun pengamatan, 
dapat ditarik kesimpulan bahwa Bimbingan pribadi yang diberikan terhadap 
pelaku kriminal yang telah merugikan anak sangat efektif untuk merubah 
perilaku dan kesadaran klien yang ada di Bapas Surakarta. 
Proses bimbingan di Balai Pemasyarakatan Surakarta dilaksanakan 
setelah klien resmi menjadi klien Bapas dengan diberikan pengarahan 
mengenai aturan yang harus dipatuhi. Bimbingan dilaksanakan setelah klien 
mampu mentaati peraturan dan tidak membuat kesalahan yang menyangkut 
dengan hukum. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pembimbingan klien di 
balai pemasyarakatan melalui bimbingan pribadi dalam membantu klien dapat 
terlaksana sesuai dengan standar bimbingan yang ada. Pelaksanaan kegiatan 
bimbingan pribadi di BAPAS dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan 
(PK) secara langsung dengan memberikan materi bimbingan yang sesuai 
dengan latar belakang klien. Bimbingan bagi klien muslim dilakukan dengan 
cara mengarahkan klien untuk memperbaiki ibadahnya dengan melakukan 
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sholat lima waktu berjamaah, berdzikir, dan memohon ampun, serta 
percaya bahwa Allah SWT maha pengampun. Kemudian bagi klien non 
muslim mereka melakukan bimbingan bersama pembimbing yang sepaham 
dengan agama klien. Dengan begitu diharapkan klien akan sadar bahwa 
perbuatan yang pernah dilakukan ternyata jauh dari ajaran agama, ketika sudah 
menjalankan ibadah dengan baik maka perilaku tentu akan berubah menjadi 
lebih baik.  
Setelah bimbingan sudah dilaksanakan dan mencapai masa akhir pidana 
maka akan ada bimbingan akhir atau evaluasi yang dilakukan untuk melihat 
seberapa besar perubahan klien kearah yang lebih baik, bimbingan akhir atau 
evaluasi akan menjadi indikator untuk keberhasilan bimbingan yang klien 
jalani dan apakah ada potensi bagi klien untuk mengulangi lagi kejahatannya 
atau tidak, setelah bimbingan akhir selesai maka akan ada evaluasi dari pihak 
Bapas dan diberikan surat pengakhiran yang menandakan kegiatan bimbingan 
sudah selesai. Bentuk perilaku yang ingin dirubah melalui bimbingan pribadi 
tersebut adalah perilaku kriminal atau menyimpang pada diri klien. bimbingan 
pribadi yang diberikan pembimbing kemasyarakatan (PK) tidak secara 
langsung dapat merubah perilaku klien se Karisidenan Surakarta, akan tetapi 
setidaknya dapat meminimalisir adanya tindak kriminal dari klien yang 
mendapat bimbingan pribadi di Balai Pemasyarakatan Surakarta. 
Bimbingan pribadi yang diterapkan untuk klien dewasa lebih banyak 
menggunakan saran-saran dengan materi kerohanian atau spiritual, 
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pembimbing mengarahkan klien untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan 
agar selalu ingat bahwa masih ada kebaikan dalam dirinya dan masih ada 
kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar. Hal tersebut dianggap akan 
lebih mudah dimengerti oleh klien karena Agama dan kepercayaan adalah 
sebuah dasar atau pondasi utama untuk menjalani kehidupan.  
 
B.  Saran-saran 
   Berdasarkan kesimpulan di atas dan dengan menyadari adanya 
keterbatasan pada hasil yang peneliti peroleh, maka peneliti merasa perlu untuk 
mengajukan saran, antara lain : 
1. Kepada Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Surakarta  
a. Lebih meningkatkan mutu layanan bimbingan pribadi terhadap klien 
agar menjadi manusia yang lebih baik dan bermanfaat. 
b. Lebih mengoptimalkan agenda sosialisasi tentang hukum di masyarakat 
dengan harapan bisa meminimalisir perilaku kriminal terhadap anak-
anak di bawah umur. 
2. Kepada Klien dan orang tua  
a. Dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar klien juga sangat 
diperlukan dengan cara membuat kegiatan-kegiatan yang positif. 
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b. Dukungan tersebut berupa perhatian, motivasi dan komunikasi yang baik dengan 
klien. 
c. Orang tua harus selalu mengawasi anak saat di lingkungan rumah maupun di luar 
rumah. dengan memberikan perhatian, pengertian, pendampingan serta kasih 
sayang, sehingga anak akan merasa aman dan terhindar dari kejahatan. 
3. Kepada Instansi Pemerintah 
 Harus lebih serius dalam menangani pelaku dengan perilaku kriminal yaitu 
dengan cara menyediakan anggaran yang lebih, serta sarana dan prasarana untuk 
menunjang kegiatan pembimbingan di Bapas Surakarta demi tercapainya tujuan 
seperti yang diharapkan. 
 
C.  Penutup 
 Alhamdulillahirobbil’alamiin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis 
menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, sumbangan 
saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak sangat dinanti untuk perbaikan dan 
penyempurnaan skripsi. 
 Penulis juga menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah 
membantu menyelesaikan skripsi ini, semoga dengan skripsi ini dapat bermanfaat bagi 
penulis khususnya, pihak terkait dan bagi pembaca pada umumnya. 
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PEDOMAN WAWANCARA 
 
A. Kelapa Balai Pemasyarakatan 
1. Bagaimana sejarah Balai Pemasyarakatan Kelas II Surakarta? 
2. Bagaimana struktur organisasi di BAPAS? 
3. Bimbingan apa saja yang diberikan petugas kemasyarakatan untuk klien dewasa? 
 
B. Pembimbing Kemasyarakatan 
1.  Apa tujuan layanan bimbingan pribadi terhadap pelaku tindak pidana kriminal 
 dengan korban anak dibawah umur? 
2.  Seperti apa proses Bimbingan Pribadi di BAPAS? 
3.  Apakah ada metode tertentu yang digunakan dalam Bimbingan Pribadi di  
 BAPAS? 
4.  Selama melakukan bimbingan pribadi faktor apa saja yang dapat mendukung dan 
 menghambat kegiatan tersebut? 
5.  Apakah ada kerjasama dengan instansi atau lembaga  lain untuk membantu 
 kegiatan bimbingan pribadi di BAPAS Surakarta? 
 
C. Klien  
1.  Kasus tindak pidana apa yang dilakukan klien? 
2.  Bagaimana layanan bimbingan pribadi di BAPAS menurut klien? 
3.  Apakah klien ikut berperan aktif dalam kegiatan bimbingan pribadi? 
4.  Bagaimana respon klien terhadap bimbingan pribadi yang ada di BAPAS 
 Surakarta? 
 
D. Pengkodean 
 
No.  Simbol  Keterangan  
1. 
2. 
3. 
4. 
5.  
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
W 
N 
W1 
N1 
W1,N1 
W2,N2 
W2,N3 
W2,N4 
W3,N5 
W3,N6 
 
Wawancara  
Narasumber 
Wawancara pertama 
Narasumber pertama 
Wawancara pertama narasumber pertama 
Wawancara kedua narasumber kedua 
Wawancara kedua narasumber ketiga 
Wawancara kedua narasumber keempat 
Wawancara ketiga narasumber kelima 
Wawanccara ketiga narasumber keenam 
 
 
 
 
 
 
 TRANSKIP HASIL WAWANCARA PERTAMA 
 
Narasumber  : Ibu Kristina Hambawani, Amd. IP. S.Sos. M.H. 
Waktu Interview : 17 Januari 2018 
Wawancara  : 1 
Narasumber  : 1 
Kode   : W1,N1 
 
No  Pelaku Percakapan Tema 
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Selamat siang ibu.... 
Siang mas... 
Maaf mengganggu, boleh minta waktunya 
sebentar bu? 
Boleh mas, silahkan duduk. 
Begini bu, saya mahasiswa dari IAIN Surakarta, 
saya melakukan penelitian untuk skripsi saya 
disini, saya mau izin wawancara sebentar dengan 
ibu boleh? 
Oiya, boleh mas, silahkan apa yang mau 
ditanyakan? 
Bagaimana sejarah Balai Pemasyarakatan Kelas 
II Surakarta ini bu? 
Kalau setahu saya Balai Pemasyarakatan Kelas II 
Surakarta dimulai pada masa Pemerintahan Hindia 
Belanda yaitu dengan berdirinya Lembaga atau 
departemen kemanusiaan yang sifatnya 
profesional yang didirikan pada tahun 1927 dan 
berada pada kantor pusat kepenjaraan. instansi ini 
didirikan untuk mengatasi permasalahan 
anak-anak atau pemuda Belanda dan Indonesia 
Opening 
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yang membutuhkan pembinaan khusus. 
Kegiatannya memberikan bimbingan dan 
konseling lanjutan bagi Warga Binaan  
Pemasyarakatan (WBP), memberikan bimbingan 
dan konseling bagi WBP anak sama dewasa yang 
mendapatkan pembebasan bersyarat (PB), cuti 
bersyarat (CB), cuti menjelang bebas (CMB), serta 
pembinaan anak yang diputus untuk dikembalikan 
kepada orang tuanya, kalau sekarang disebut 
sebagai diversi.  
Bagaimana struktur organisasi di BAPAS? 
Kalau struktur organisasinya ya sesuai dengan 
keputusan mentri kehakiman dan Hak Asasi 
Manusia Nomor : M.02-PR.07.03 tahun 1987, 
tanggal 2 Mei 1987 dibentuklah Organisasi dan 
Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan 
Pengentasan Anak atau Balai BISPA. Selanjutnya 
berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman 
Republik Indonesia Nomor : M.01-PR.07.04.03 
tahun 1997, tanggal 12 Februari 1997 tentang 
nomenklatur (perubahan nama) yang awalnya 
Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan 
Pengentasan anak (BISPA) berubah menjadi Balai 
Pemasyarakatan (BAPAS) hingga kini. 
Bimbingan apa saja yang diberikan petugas 
kemasyarakatan untuk klien dewasa? 
Kalau di BAPAS sini ada dua model bimbingan 
yaitu bimbingan pribadi dan bimbingan kelompok. 
Bagaimana proses bimbingan kelompok di BAPAS 
sini? 
Bimbingan kelompok untuk klien dewasa yang 
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berada di BAPAS, berjalan dalam jangka waktu 
kurang lebih 1-2 x dalam setahun.jadi bimbingan 
kelompok disini kurang maksimal. 
Materi apa sajayang diberikan pada saat 
bimbingan kelompok? 
Pada saat bimbingan kelompok materinya lebih 
condong ke arah sosial atau tentang penerimaan 
mantan narapidana yang kembali ke masyarakat. 
Apakah dalam bimbingan kelompok ini 
bekerjasama dengan instansi atau lembaga lain? 
Bukan berkerjasama dengan instansi lain, namun 
kami menghadirkan orang yang ahli atau 
profesional dalam bidang sosial yang kami anggap 
mampu untuk memberikan bimbingan kepada para 
klien. 
Lalu bagaimana dengan bimbingan pribadi 
disini? 
Kalau untuk bimbingan pribadi, kami 
mengandalkan petugas kemasyarakatan yang ada 
disini karena mereka sudah mempunyai bekal 
pelatihan yang cukup baik. 
Kemudian materi apa yang diberikan pada saat 
bimbingan pribadi berlangsung? 
Kalau untuk bimbingan pribadi, ada beberapa 
materi yang diberikan, seperti spiritual, mental, 
karir, dan sosial. 
Oh jadi begitu, banyak juga ya materi yang 
diberikan. 
Iya memang banyak materi yang diberikan, namun 
ada satu materi yang lebih di tekankan untuk klien. 
Materi apa yang ditekankan untuk klien dan apa 
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alasannya? 
Yaitu tentang materi keagamaan atau spiritual, 
karena satu satunya hal yang dipercaya sanggup 
merubah segala hal dalam kehidupan seseorang 
adalah kepercayaan terhadap sang pencipta. 
Ohh iya bu, saya paham. Mungkin cukup ini dulu 
yang saya tanyakan ke ibu, untuk selanjutnya 
nanti saya bisa bertanya lagi ke ibu kan? 
Oh iya tentu boleh, nanti saya bantu. 
Terimakasih atas waktunya, dan mohon maaf 
sudah mengganggu aktivitas ibu. 
Tidak apa-apa mas, sama-sama, kalau butuh 
sesuatu terkait penelitian jangan sungkan untuk 
bertanya. 
Baik bu, kalau begitu saya permisi dulu.. 
Selamat siang.. 
Iya mas silahkan.. 
Selamat siang.. 
 
 
 
 
 
Closing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
TRANSKIP HASIL WAWANCARA KEEMPAT 
 
Narasumber  : Bapak Djoko Hastanto Nursidharto, S.H., M.H. (PK) 
Waktu Interview : 17 Januari 2018 
Wawancara  : 2 
Narasumber  : 4 
Kode   : W2, N4 
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Selamat siang pak... 
Iya, Ada apa mas? 
Maaf pak, boleh minta waktunya sebentar? 
Boleh, ada yang bisa saya bantu mas? 
Begini pak, saya mahasiswa dari IAIN 
Surakarta, dan kebetulan saya mengambil 
penelitian untuk skripsi saya disini, saya 
minta izin untuk mewawancarai bapak 
sebentar boleh? 
iya mas, mau tanya tentang apa? 
Tentang bimbingan pribadi yang ada di 
BAPAS pak dan karena bapak adalah salah 
satu Petugas Kemasyarakatan yang 
menangani kgiatan terrsebut, maka dari itu 
saya ingin wawancara dengan bapak 
sebentar. 
Iya monggo mas, tapi sudah ada izin dari 
BAPAS kan mas? 
Oh sudah pak. Saya mulai ya pak? 
Iya... 
Apa tujuan layanan bimbingan pribadi 
terhadap pelaku tindak pidana kriminal 
dengan korban anak dibawah umur? 
Tujuan layanan bimbingan pribadi di 
BAPAS ini untuk membimbing klien 
dalam mencapai kemandirian untuk dapat 
menyelesaikan masalah hidup yang 
dihadapinya, untuk mencapai kesadaran 
klien dalam mengenal dirinya, Tuhannya, 
dan lingkungan atau keluarga. Agar ketika 
klien kembali hidup di lingkungan sosial 
atau masyarakat klien tidak mengulangi 
perbuatan yang merugikan dirinya dan 
orang lain, serta dapat meningkatkan taraf 
Opening 
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hidup yang lebih baik dari sebelumnya. 
Kemudian seperti apa pak proses 
Bimbingan Pribadi di BAPAS? 
Kalau prosesnya yakni kita memberikan 
layanan bimbingan pada saat klien absensi 
setelah klien mulai diserahkan ke BAPAS 
atau registrasi menjadi klien BAPAS,  
Pembimbing melaksanakan bimbingan 
mengenai hubungan klien dengan Tuhan 
yaitu dengan cara mengarahkan klien untuk 
memperbaiki ibadahnya yang selama ini 
dirasa sudah terlalu jauh meninggalkan 
Tuhannya, pembimbing menganjurkan 
untuk shalat lima waktu dengan berjamaah, 
berdzikir yang bermakna meminta ampun, 
serta percaya bahwa Allah adalah maha 
pengampun, dengan begitu klien akan 
sadar bahwa klien masih mempunyai 
kesempatan memperbaiki diri dengan sang 
pencipta. Ketika sudah terjalin hubungan 
yang baik dengan Tuhan maka hubungan 
klien dengan lingkungan, keluarga, 
maupun diri sendiri nantinya akan menjadi 
baik dengan sendirinya. 
Apakah ada tahap - tahapnya untuk 
bimbingan tersebut pak? 
Ada mas, tapi juga cuma tahapan umum 
seperti bimbingan awal, tengah dan akhir 
dan setiap tahapan nanti akan ada evaluasi 
apakah ada perubahan yang terlihat dari 
klien atau tidak, ketika ada perubahan baik 
maka klien akan diberikan sebuah apresiasi 
atau reward dari Petugas Kemasyarakatan 
dan begitu juga sebaliknya, kemudian pada 
saat masa pidananya selesai bimbingan 
juga akan berakhir yakni dengan adanya 
evaluasi dan surat pengakhiran dari 
BAPAS. 
Apakah ada metode tertentu yang 
digunakan dalam Bimbingan Pribadi di 
BAPAS ini pak? 
Tidak ada metode khusus yang kami 
gunakan mas, semuanya standar 
operasional dari instansi yaitu secara 
langsung atau dalam pelaksanaannya 
dilakukan secara pribadi. Tapi yang sering 
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kami gunakan yaitu bekerja sama dengan 
masyarakat atau pemerintah desa setempat 
untuk memonitoring keadaan klien pada 
saat di luar BAPAS, dengan cara itu kami 
bisa lebih banyak mendapatkan data 
mengenai klien yang kami tangani. 
Jadi begitu ya pak? 
Iya, kalau tidak dengan begitu kita akan 
kesulitan untuk memantau perkembangan 
klien selama bebas bersyarat atau 
bimbingan mas. 
Selama melakukan bimbingan pribadi 
faktor apa saja yang dapat mendukung dan 
menghambat kegiatan tersebut pak? 
Ada beberapa faktor mas, untuk faktor 
yang mendukung yaitu klien sudah terikat 
kontrak atau hukum yang mewajibkan 
klien untuk menjalani pidana bebas 
bersyarat berupa absen setiap bulan dan 
juga wajib menjalani bimbingan yang 
diberikan oleh PK dari BAPAS. 
Terus kendalanya apa saja pak? 
Untuk kendala yaitu waktu, tempat atau 
ruang lingkup, dan tidak ada spesifikasi 
khusus bagi PK yang ada di Bapas untuk 
menangani berbagai macam kasus pidana. 
Iya pak, ternyata masih banyak kendala 
yang harus ditangani..  
Iya mas.... 
Nah, dari pihak BAPAS sendiri apakah ada 
kerjasama dengan instansi atau lembaga 
lain untuk membantu kegiatan bimbingan 
pribadi pak? 
Kalau untuk kerjasama tidak ada ya mas 
terkait bimbingan pribadi di BAPAS ini. 
Tetapi kami ada acara stiap 3 bulan sekali 
atau setahun 2 kali yaitu menghadirkan 
motivator atau pakar bimbingan dan 
konseling dari luar untuk memberikan 
motivasi dan arahan kepada klien secara 
bersama-sama atau kelompok. 
Jadi untuk bimbingan pribadi cukup dari 
PK saja ya pak? 
Iya mas, karena jika menghadirkan orang 
dari luar membutuhkan waktu dan biaya 
yang banyak mengingat banyaknya klien 
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yang kami tangani. 
Baik pak, mungkin cukup itu dulu yang 
saya tanyakan dan terima kasih banyak 
atas waktunya. 
Iya sama-sama mas 
Kalau begitu saya mohon pamit pak.. 
Silahkan.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
TRANSKIP HASIL WAWANCARA KEENAM 
 
Narasumber  : DJK (KLIEN) 
Waktu Interview : 22 Januari 2018 
Wawancara  : 3 
Narasumber  : 6 
Kode   : W3, N6 
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Selamat siang mas... 
Iya selamat siang mas.. 
Maaf mas, boleh minta kelonggaran  
waktunya sebentar? 
Boleh mas, ada apa? 
Ini mas, saya mahasiswa dari IAIN 
Surakarta, dan kebetulan saya mengambil 
penelitian untuk skripsi saya disini, saya 
minta izin untuk mewawancarai masnya 
sebentar boleh? 
Oh iya silahkan mas.. 
Oke, saya mulai saja ya mas kalau begitu? 
Iya mas.. 
Mohon maaf, anda menjalani bimbingan di 
BAPAS ini dulunya terkena kasus pidana 
apa ya mas? 
kasus saya terkait pidana UU perlindungan 
anak mas pasal 81 UU NO.23 Th.2002. 
Itu kasus kriminal terhadap anak ya mas? 
Iya mas... 
Kemudian, bagaimana menurut anda soal 
bimbingan pribadi yang diberikan BAPAS 
kepada anda mas? 
Menurut saya itu cukup membantu mas, 
karena saya juga butuh orang yang bisa 
membantu saya untuk berubah menjadi 
lebih baik kan mas, jadi itu cukup 
membantu bagi saya.  
Jadi bimbingan di BAPAS ini bisa 
membantu anda dalam mengatasi masalah 
anda ya mas? 
Iya mas, soalnya siapa lagi yang mau 
menampung keluh kesah saya tentang apa 
yang saya alami kecuali keluarga, belum 
Opening 
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juga saya dibimbing ketika mendapatkan 
kesulitan dalam hidup saya. 
Oke mas, kemudian apakah anda juga 
berperan aktif dalam kegiatan bimbingan 
pribadi yang anda jalani? 
Iya saya aktif mas dalam kegiatan ini, 
karena ini juga merupakan kewajiban saya 
yang mendapatkan hukuman bebas 
bersyarat, selain itu saya juga 
membutuhkan bimbingan untuk memulai 
hidup saya dengan baik.   
Iya mas, kalau menurut anda bagaimana 
respon anda terhadap bimbingan pribadi? 
Kegiatan ini bagus mas, bagi saya ini 
sangat membantu untuk orang-orang 
seperti kami dan sangat bermanfaat untuk 
saya hidup di masyarakat dengan lebih 
baik lagi. 
Jadi intinya bimbingan pribadi di BAPAS 
ini bernilai positif dan bermanfaat bagi 
klien seperti anda ini ya mas? 
Iya mas.. Benar. 
Kalau begitu terima kasih atas waktunya 
ya mas, semoga dengan menjalani 
bimbingan disini anda bisa menjadi orang 
yang lebih baik dan sukses dunia akhirat.  
Amin.. Trimakasih mas. 
mohon maaf bila saya ada salah kata dan 
kurang sopan ya mas, saya permisi dulu 
mas kalau begitu. 
Iya mas sama-sama, silahkan.. 
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Lembar Catatan Observasi 
Kegiatan Bimbingan pribadi  
Balai Pemasyarakatan Klas II Surakarta 
 
Tanggal  : 12 januari 2018 
Waktu  : pukul 10.00 - Selesai 
 
Hasil Observasi 
Peneliti datang pada pukul 09.30 dengan melakukan perjanjian terlebih dahulu pada hari 
sebelumnya dengan bapak Siswanto selaku kasubsi bimbingan klien dewasa sekaligus pembimbing 
kemasyarakatan BAPAS Klas II Surakarta untuk melakukan wawancara. Ketika peneliti tiba di 
BAPAS, peneliti dipersilahkan untuk menemui bapak Siswanto di ruangannya dengan diantarkan oleh 
petugas piket BAPAS Surakarta.  
Saat peneliti tiba diruangan pak Siswanto peneliti disambut dengan ramah dan dipersilahkan 
duduk. Sambil menunggu kegiatan bimbingan pribadi dimulai peneliti banyak mengajukan pertanyaan 
seputar bimbingan yang ada di BAPAS. Bapak Siswanto dengan terang menjawab semua pertanyaan 
yang peneliti ajukan. Dengan pengalaman beliau memberitahu banyak hal tentang bimbingan yang 
dilakukan di BAPAS Klas II Surakarta terutama dalam bimbingan pribadi pada klien tindak pidana 
kriminal atau klien yang terjerat Undang-Undang Perlindungan Anak.  
Pada saat ditempat pelaksanaan kegiatan bimbingan, peneliti mengamati kegiatan tersebut dan 
setelah pelaksana PK selesai memberikan bimbingan pribadi pada klien peneliti berbincang-bincang 
dengan dengan seorang klien dari Surakarta. Dilihat dari proses pemberian bimbingan bahwa klien 
sangat memperhatikan sekali apa yang dibicarakan oleh pembimbing kemasyarakatan. Klien 
mengajukan pertanyaan yang belum ia pahami di dalam membahas materi bimbingan.   
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Gambar 1. BAPAS Klas II Surakarta (Dok. Pribadi) 
 
 
 
 
Gambar 2. Visi dan Misi BAPAS Klas II Surakarta (Dok. Pribadi) 
  
 
 
 
Gambar 3. Wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan (Dok. Pribadi) 
 
 
 
Gambar 4. Wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan (Dok. Pribadi) 
  
 
 
Gambar 5. Pemberian Bimbingan Pribadi di BAPAS Klas II Surakarta (Dok. Pribadi) 
 
 
 
Gambar 6. Wawancara dengan Klien BAPAS Klas II Surakarta (Dok. Pribadi) 
